


KATA PENGANTAR

Rencana Kerja [Renja] Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Tahun Anggaran 2025 merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat
Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub kegiatan dalam satu tahun dan merupakan acuan dalam
penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran [RKA] Satuan Kerja Perangkat Daerah . Disamping itu
Rencana Kerja berfungsi untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya

dan perkiraan capaian tahun berjalan berikutnya.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2025 ini memuat program, kegiatan Sub kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan
dalam Dokumen Rencana Strategis [Renstra] DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan periode 2024 - 2026.

Semoga Rencana Kerja ini dapat memberikan informasi tentang Kinerja DPMPTSP dan hasil
Evaluasi Tahun lalu, serta sebagai acuan dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan
sesuai dengan indikator dan target yang telah ditetapkan. Sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan
kontribusi dalam upaya meningkatkan realisasi investasi dan Pelayanan publik yang pada akhirnya dapat

meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat di Sumatera Selatan.

Palembang,  Desember 2024

Kepala Dinas Pepanaman Modal

NIP. 19v909012006041008
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BABI
PENDAHULUAN

I1  Latar Belakang

Penyelenggaraan good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk
mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta citacita bangsa bemegara serta
terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak.
Terkait dengan harapan tersebut diperiukan pengembangan dan penerapan sistemn pertanggung
jawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerientahan dan pembangunan
dapat berlangsung secara berdaya guna. bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi
dan nepotisme (KKN).

Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah berdasarkan Undang-
undang Nomor 32 tahun 2004 berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang bersih (clean
government) dan mempertanggung jawabkannya melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).

Dalam rangka memenuhi maksud tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan menyusun dokumen Rencana Kerja sebagai bentuk komitmen
dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 {satu) tahun.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Selatan merupakan uraian dari Program Dinas Penanaman Modal dan Peiayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan RPD 2024-2026.

Rencana Kerja {Renja) perangkat daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat
Daerah dan mengacu pada RKPD, memuat evaluasi pelaksanaan, fujuan sasaran, program dan

kegiatan, indicator kinerja dan kelompok sasaran dan pendanaan indikatif,

Selanjutnya berkaitan dengan aspek pengelolaan kinerja instansi, telah dibangun Sistem
Akuntabifitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumberdaya pelaksana kebijakan dan program
berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai. Di dalam SAKIP terdapat komponen-komponen



yang harus dipenuhi antara lain: proses penyusunan rencana strategis, penyusunan rencana
kinerja, penetapan kinerja, pengukuran dan pelaporan kinerjanya.
Adapun proses Penyusunan Renja SKPD dapat digambarkan sebagai berikut :
Tahapan persiapan penyusunan Renja SKPD dilakukan unfuk menyiapkan keseluruhan kegiatan
penyusunan Renja SKPD

a. Pembentukan Tim Penyusun Renja SKPD

Pembentukan Tim penyusun Renja SKPD dimulai dari penyiapan Surat Keputusan Kepala Dinas
Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Renja
SKPD. Susunan keanggotaan Tim berasal dari pejabat dan staf SKPD yang memiliki kemampuan dan

 kompetensi di bidang masing-masing.

Tim penyusun terdiri atas perwakilan dari setiap unit kerja Bidang yang ada. Tugas tim penyusun Renja
SKPD dijabarkan kedalam agenda kerja yang dijadikan sebagai panduan kerja sampai dengan
ditetapkannya Renja SKPD.
b. Orientasi Mengenai Renja SKPD
Orientasi mengenai Renja SKPD kepada seiuruh anggota tim pertu dilakukan, untuk penyamaan
persepsi dan memberikan pemahaman terhadap berbagai peraturan perundang-undangan berkaitan
dengan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, keterkaitannya dengan dokumen
perencanaan lainnya, teknis penyusunan dokumen Renja SKPD, dam menganalisis serta
menginterpretasikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang diperiukan dalam
menyusun Renja SKPD.

Bahan orientasi mengenai Renja SKPD, mencakup:

1. Peraturan perundang-undangan, antara lain : tentang keuangan negara, sistem perencanaan
pembangunan nasional, pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daeran, pembagian urusan
pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah
kabupaten/kota, pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD), tahapan tata
cara penyusunan, pengendaiian dan evaluasi pelaksanaan rencana penyelenggaraan daerah, dan
tata cara pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daeran;

2. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
2024-2026,

3. Panduan atau pedoman teknis terkait penyusunan Renja SKPD dan penyusunan anggaran;
Buku-buku literatur tentang perencanaan dan penganggaran.

Pengumpuian Data dan Informasi



Pengumpulan data dan informasi penyusunan Renja dilakukan dengan melihat hasil evaluasi

kinerja tahunan pefaksanaan Renja periode sebelumnya dan membandingkan dengan data dan

informasi yang ada saat ini.

Pengumpuian data dan informasi tersebut ditakukan dengan langkah-tangkah, sebagal berikut:
Menyusun daftar data/informasi yang dibutuhkan bagi penyusunan Renja SKPD dan disajikan
dalam bentuk matrik (check lisf) untuk memudahkan analisis;

Mengumpulan  data/informasi  yang akurat dari  sumber-sumber  yang dapat
dipertanggungjawabkan; dan
Menyiapkan tabel-tabel/matrik kompilasi data yang sesuai dengan kebutuhan analisis.

Data dan informasi perencanaan pembangunan daerah yang periu dikumpulkan dalam

menyusun Renja SKPD, antara lain:

1.

w o
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Peraturan perundang-undangan yang terkait bidang penanaman modak;

Kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam skala prioritas;

Dokumen-dokumen lainnya yaitu :

RPJMD Provinsi, RTRW Provinsi, dan Renja K/L.

RPJMD Kabupaten/kota, RTRW Kabupaten/kota;

Renstra / RPD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan,

Renstra { RPD kabupaten/ Kota,

Hasii evaluasi Renja SKPD periode lalu;

Data capaian realisasi kinerja sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir.
Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Sumatera

Selatan {Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik indonesia Nomor
4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);



10.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4724),

Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846},

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6398) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor 6801);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah kab/Kofa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4817);



1.

12,

13.

14.

18.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041});

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomaor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses perencanaan dan
Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah ({Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6123);

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Tambahan Lembaran Negara Repubtik indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 fentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor £322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Repubiik indonesia Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6633);



22,

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan
{Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor 122 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6794).

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pefaksanaan Proyek Strategis
Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 fentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 fentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 259)

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 136 Tahun 2017);
Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara
Republik Indinesia Tahun 2019 Nomor 112);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10};
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana felah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berifa Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (Berita Negara Repubik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1114); 6



32

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42,

43

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 fentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Datam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi
Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Afas Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah;

Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan
Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2020 Nomor 581};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Keuangan
Daerah {Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Repubiik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan
Standar Pelayanan Minimal {Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan
Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
dan Keuangan Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi,
Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 fentang Pengarusutamaan Gender dalam
Pembangunan Nasional;

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen
Perencanaan Pembangunan Daerah {RPD) Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala
Daerah berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru (DOBY);



44,

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52

53.

54

3.

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang

Daerah Provinsi Sumatera Sefatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera

Selfatan Tahun 2007 Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 fentang Organisasi dan Tata Kerja Inspekiorat, Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran daerah Tahun 2011 Nomor 2 Seri D}

Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 tentang Promosi dan Perizinan Penanaman Modal

Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 1 Seri EJ;

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Witayah Provinsi

Sumatera Selatan Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun

2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 4);

Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Provinsi Sumatera Selatan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

Hidup Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selfatan Tahun 2016

Nomor 17);

Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang RPIP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017

— 2037 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2017 Nomor 18);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 14

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 3).

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2019-2023 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2021 Nomor

13}

Peraturan Gubemur Sumatera Sefatan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas dan

Fungsi Badan Promosi dan Perizinan Penanaman Modal Daerah Provinsi Sumatera Selatan

(berita daerah Tahun 2011 Nomor 3 Seri D},

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Standar

Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal (berita Daerah Nomor 42);

Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 78 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi,

Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
8



Sumatera Selatan, kemudian direvisi dengan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan
Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016
Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan;

56. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian
Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Non
Perlzinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

57. Peraturan Gubemur Sumatera Selatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026.

1.3  Maksud dan Tujuan

Tujuan harus menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa datang dan juga
diselaraskan dengan amanat pembangunan. Rumusan pernyataan tujuan beserta incikatomya menjadi
Indikator Kinerja Utama Provinsi Sumatera Selatan. Sedangkan Sasaran adalah penjabaran dari tujuan
atau hasil yang akan dicapai Provinsi Sumatera Selatan dari masing-masing tujuan daiam rumusan
yang lebih spesifik dan terukur dalam suatu indikator beserta targetnya. Oleh karena itu, sasaran
dinyatakan sesuai indikator secara spesifik, fokus, terukur, dan dapat dicapai dengan indicator kinerja
atau tolok ukur kebernasilan pencapaian Sasaran yang akan diwujudkan selama 3 (tiga) tahun dari
tahun 2024 sampai tahun 2026. Penentuan tujuan dan sasaran pada penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024-2026 didasarkan pada visi misi RPJPD
Provinsi Sumatera Selatan tahun 20052025, analisa sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD tahun
keempat serta isu strategis yang aktual. Visi pembangunan jangka panjang Provinsi Sumatera Selatan
tahun 2005-2025 adalah “SUMATERA SELATAN UNGGUL DAN TERDEPAN TAHUN 2025°.

Unggul. Unggu! diartikan sebagai suatu kondisi dimana daerah memiliki daya saing yang dapat
diperbandingkan (keunggulan komparatif) dan keunggulan yang dapat dikompetisikan (keunggulan
kompetitif). Keunggulan ini tecermin dalam suatu kondisi dimana masyarakat memiliki kemampuan
memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai akibat dari kemampuan pemerintah Sumatera Seiatan
menggerakkan perekonomian daerah. Ada konsepsi sejahtera di sini, dimana pemenuhan kebutuhan
hidup itu masyarakat mencakup materiil (ekonomi) dan spirituil (sosial} serta dapat menjalankan
kehidupannya tanpa mengalami gangguan (nyaman) dalam suatu sistem pemerintahan yang bersih,
transparan dan akuntabel. Unggu! diarahkan untuk terpacunya kemajuan daerah dengan percepatan
pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang melebihi rata-rata daerah fain. Keungguian yang
dimiliki daerah juga berkualitas, artinya pelayanan kesehatan dan pendidikan yang diberikan, dan
kondisi lingkungan yang tercipta memenuhi asas adil, merata, dan lebih bernilai.



Terdepan. Terdepan diartikan sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju dan
pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung
jawab dan berkelanjutan dibandingkan dengan daerah lain. Terdepan dapat dicerminkan dalam
kemampuan memanfaatkan sumberdaya dengan optimal dan efektif dengan bertumpu pada
kemampuan sendiri secara dinamis dan mampu mengikuti perubahan. Kemajuan yang ingin dicapal
juga memenuhi konsepsi berkelanjutan yang dapat dipahami sebagai kondisi kualitas lingkungan yang
produktif, dapat dipertahankan dan bahkan ditingkatkan. Kondisi ini akan menjamin keberlanjutan
pengelolaan SDM dan SDA secara bertanggung jawab {lestari).

Maksud penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD adalah sebagai berikut :

1. Untuk menetapkan dokumen perencanaan Perangkat Daerah sebagai Pedoman dalam
penyusunan RKA Perangkat daerah Tahun 2025;

2. Mewujudkan pelaksanaan tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program Renstra SKPD
RPD periode wakiu 2024 —-2026;

3. Sebagai bahan evaluasi capaian kinerja tujuan dan sasaran, strategi, kebijakan dan program
SKPD Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Selatan yang termaktub di dalam

4, Renstra RPD periode waktu Tahun 2024 - 2026.
Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsi SKPD Dinas Penanaman Modal dan
PTSP Provinsi Sumatera Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan urusan dibidang
penanaman modal sesuai dengan visi dan misi Daerah,

2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pembangunan baik dari Pemerintahan Pusat,
Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota.

Dalam penyusunan RPD harus memperhatikan penyelarasan target indicator makro dan program

prioritas nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Oleh sebab itu penyusunan RPD Provinsi Sumatera

Selatan Tahun 2024-2026 felah memperhatkan RPJMN melalyi penyelarasan pencapaian tujuan,

sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan dengan arah kebijakan serta prioritas
pembangunan nasional yang memperhatikan kewenangan, kondisi dan karakteristik daerah. sesuai
dengan RPJMN Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik

Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Provinsi Sumatera Selatan diarahkan untuk mendukung pencapaian

tujuan dan sasaran pembangun nasional melalui lokasi prioritas pembangunan wilayah dan beberapa

Proyek Prioritas Strategis (Major Project) yang berlokasi di Provinsi Sumatera Selatan.

RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut:
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1. Memberikan landasan dan pedoman Penjabat Gubemur dalam melaksanakan pembangunan di
Tahun 2024-2026;

2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi anfara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan selama kurun waktu Tahun 2024 —
2026;

3. Mendukung upaya pencapaian kesejahteraan bersama melalui sinergitas, koordinasi, dan
sinkronisasi oleh masing-masing pelaku pembangunan di dalam safu pola strategi dan tindakan;

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah
antara Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan dan Pemerintah Pusat; serta

5. Mewujudkan penggunaan sumber daya dan mengembangkan potensi daerah

.4 Sistematika Penulisan

BAB!I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
12 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
14  Sistematika Penuiisan

BABIl  HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1 Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
2.3 Isu —isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
24 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD
25 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BABIII  TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
31 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3  Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah
34 Program dan Kegiatan

BABIV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BABV PENUTUP
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Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Sumsel 2025

BAB I
HASIL EVALUAS! RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Realisasi Program/Kegiatan Terhadap Rencana Target

Program dan kegiatan yang dialokasikan dan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan, yang berasal dari anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024, berdasarkan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan APBD Perubahan
tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 memiliki 6 (enam) program dan 22 {dua puluh dua

Kegiatan) dapat dirincikan sebagai berikut :

Tabel II.1

Program Kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1317 Tahun 202

3

| Urusan Perin an j "
tidak berkaitan dengan pelayanan
| dasal _
1 | Urusan Pemerintahan Bidang
L ) Penanaman Modal
1,  Program Penurjang Urusan
: Pemerintah daereh Provingi
i 1. | Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah
E::;?:fn Dokumen Perencanaan Tersusunnya Dokumen Jurniah Dokumen Perencanaan Dokumen
Dasrah Perencanaan Perangkat Daerah Perangkat Daerah
Tersedianya Dokumen RKA-
Koordinasi dan Penyusiman SKPD dan Laporan Hasil JumlahnDP:ksl;n;i:;A-S_KpD dan Dok
Dokumen RKASKPD Koordinasi Penyusunan Dokumen P 2 Dok na?{‘KA-SKPD okumen
RKASKPD Bryusunan SoKumer
Tersedianya Dokurmen Perubahan
Koordinasi dan Penyusunan RKA-SKPD denion Dokumen Peubatan B4
Dokumen ¢an Laporan Hasit Koordinasi D, " amm an Hasi Koordnasi Dokumen
Perubahian RKA-SKPD Penyusunan sz;\)' Lés.ztpngn ument Perubahan
Dokumen Pesubahan RKA-SKPD i
o Tersedianya Dokumen DPA- Jumiah Dokumen DPA-SKPD dan
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD dan Laporan Leporan Hasil Koovdinasi
SKPD Hash Koordinasi Penyusunan Penyusinan Dokumen Perubahan Dokumen
Dokumen DPASKPD DPA-SKPD
Tersedianya okumen Perubahan
! oordnas can Poyusuran byl Jurnizh Dokumen Perubahan DPA-
: : . _ SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
Parubahan DPASKPD j gam“];m Hasil Koordinasi Bcpmyugunsn Dokuman Parubahan Dokunen
I . i Dokumnen Perubahan DPA-SKPD ASKPD
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‘z Tersedianya L aporan Capaian o
\ Kinerja dan Jumiah Laporan Capaian Kinetia dan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan | Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Ikhtisar Realigasi Kinerja SKPD dan
Capaian dan Laporan taporan Hask Koordinasi L
Kinerja dan ikhfisar Realisasi Kinerfa | Hasil Kooedinasi Penyusunan Penyustnan Laporah Capaian apora
SKPD Laporan Capaian Kinetja dan Ikhiser Realisasi Kinerja
Kinerja dan ikhtisar Realisasi SKPD
i Kinerja SKPD
’ -]
| Terlaksananya Evaluasi Kinerja e
Evelussi Kinerja Perangkat Deersh  © Perangkat Juriah Laporan Evaluast Kinerja Laporan
Perangkat Daerah
Daerah
Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Tersedianya Gaji dan Tunjangan Jurniah Orang yang Menerima Gaji Orang/Bulan
ASN ASN dan Tunjangan ASN
) o j L Jumiah Dokumen Hasil Penyediaan
Penyadia Administrasi Pelaksanaan : Tersedianya Administrasi ki
Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN :gpillnlsﬂﬂ Pelakzanaan Tugas Dokumer
Pelaksanaan Penatausabaan dan Terlaksananya Penatausahaan Jumizh Dokumen Penatausahaan
Pengujian/Verifikasi Keuangan dan Pengujan/Verifikasi can Pengujian/Verifikas: Keuangan Dokumen
SKPD Keuangan SKPD SKPD
Koordinasi dan Pelaksanaan | Terlaksananya Koordinasi dan Jumiah Dokumen Hasi Koordinasi Dokumen
Akuntansi SKPD { Pelaksanaan Akuntansi SKPD dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
i
Tersedianya Laporan Keuangan "
. Akhi Tahun SKPD dan Laporan Juniah Laporan Keuangan Akhl
Koordinasi dan Penyusunan Laporar Hasil Koordinasi Penyusunan Tahun SKPD dan Laporan Hasil L aporan
Ketrangan Akhir Tahun SKPD Laporan Keuangan mhir Tahun Koordinast Penyusunan Laporan
SKPD ¢ Keuangan Akhr Tanun SKPD
. Tersedianya Dokumen Bahan Jumiah Dokumen Bahan Tenggapan
. ?:nngelnlax:‘ ?gﬂ;?s::ﬁan Bahan Tanggapan Pemenksaan dan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Dokumen
| angge Tindak Lanjut Pemerisaan Pemerisaan
-l
! . gulanal?r)r‘:nmlamsgntut;angr?n Jumlsh Laporai Keuangan
! Koordinast dan PenyLsunan Laporan SKPD dan Laporan Koordinasi Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
Keuangan Penyusanan L n Keuangan dan Laporan Koordinasi Penyusunan | Laporan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD BﬁgynaNTriwulamF Semestera?-na Laporan Keuangan
| SKPD Bulanan/TriwutanySemesteran SKPD
- Tersedianya Dokumen Pelaporan
Penyusuran Pefaporan dan Analisis L o | Jumiah Dokumen Petaporan dan
: Prognesis Realisasi Anggaran i f;;g’:'::‘f‘s Prognosis Realisasi | analisis Prognosis Anggaran Dokumen
! Administrasi Barang Milik Daerah
| pada Perangkat Daerah
usunan Perencanaa
mmmn Barang Mk [;’aerah Tersadianya Rencana Kebufuhan | Jumiah Fencana Kebutuhan Barang
SKPD Barang Milk Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Dokumen
Pengamanan Barang Milik Daerah Terlaksananya Pengamanan Jumiah Dokumen Pengamanan
SKPD Barang Milik Dacrah SKPT Barang Miik Dacrah SKPD Dokurnen
. ) Tersedianya Laporan Hasit Jumiah Laporan Hasil Pendaian
Koordinasi dan Penilaian Barang Fenilaian Barang Milik Dacrah Barang Millk Daerah dan Hasl|
Miik Daerah SKPD dan Has# Koordinasi Penilaian Koordinasi Penfiaian Barang Milik Laporan
Barang Mitik Daerah SKPD Daerah SKPD
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Pembinaan, Pergawasan, dan Terlaksananya Pembinaan, Jumlah Laporan Hasi Permbinaan, 1
Pengendalian Barang Milk Daesah Pengawasan, tan Pengendalian Pengawasan, dan Pengenadalian Laporan
pada SKPD Barang Miik Daerah pacia SKPD | Barang Milik Dagreh pada SKPD
Rekonsikasi dan Penyusunan . Terlaksananya Rekonstiiasi dan Jumigh Laporan Rekonsiliasi dan
Laporan Barang Milik Daerah pada Penyusunan Laporan Barang Milik | Penyusunan Laporan Barang ki Laporan
SKPO Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
Penalausahaan Barang Milik Daerah | Terlaksananya Penatausahaan Jumtah Laporan Penatausahaan Laporan
pada SKPD Barang Miiki Daerah pad SKPD | Barang Milik Daerah pada SKPD
Pemanfaatan Barang Mitik Daerah Terlaksananya Pemanfaatan Jumiah Dokumen Has Pemenfaatan | o o0
[ SKPD | Barang Mifk Daerah SKPD Barang Milik Daerah SKPD :
1 |
I 1 |
: Administrasi Kepegawaian !
Perangkat Daerah
Peningkatan Sarana dan Prasarana gara” nm:d'g‘a#g'ﬁ:: g’::;:l Jumiah Unit Peningkatan Sarana dan Uit
Disiplin Pegawal - Prasarana Disipn Pegawai
Pegawai 7 B
Pengadaan Pakeian Dinas Beserta Tersedianya Pakaian Dinas Jumtahy Paket Pakaian Dinas Beserta Paket
Atrbut Kelengkapannys Beserta Abribut Kelengkapan Afribut Kelengkapan
‘. Terlaksananya Pendataan dan Jumiah Dokumen Pendataan dan
mg%ﬁ" Peng:;:'g:" Pengolahan Admnistrasi Pengolahan Administrasi Dokumen
epega Kepegawaian Kepegawaian
, . Tertaksananya Koordinasi dan Jumiah Dokumen Hasfl Koordinasi
mxm Pe“igl::?aan SISt | pesoksanaan Sistem Informasi dan Pelaksanaan Sistem informasi | Dokumen
BPegs Kepegawatan Kepegawaian Dokumen
m::t!:lgg Eva?&f;;ﬁ:mn Terlaksananya Monitoring, Jumlah Dokumen Monitoring,
| Mo nitm‘ngeg, EEIv'aE luasi, dan Pernitaiam Evams!, dan Paniaian Kinerja Evalms!. dan Pendiaian Kinerg Dokumen
| Kinesja Pegawai egawal egawal ;
. - Terlaksananya Pemulangan Jumiah Pegawai Pensiun yang
Pemuiangan Pegawai yang Pensium | Pegawai yang Pensiun Dipulangkan Orang
Permulangan Pegawai yang * Terlaksananya Pemulangan Jumbah Laporan Hasil Permufangan
Meninggat dalam Metaksanakan | Pegawal yang Meninggai dalam Pegawai yang Meninggal dalam Laporan
Tuges ¢ Melaksanakan Tugas Melaksanakan Tugas
. Terlaksal Pemindaha .
Pemindahan Tugas ASN Tugas Agliilnya emm d Jumiah ASN yang Blpindahtugaskan Orang
! Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Terlaksanarya Pendidikan dan Junizh Pegawai Berdasarkan Tugas
: Berdasarkan Tugas dan Fumga' " Pelatihan Pegawai Berdasarkan dan Fungsi yang Mengikuti Orang
! Tugas dan Fungsi Pendidian dan Pelatihan
Sosialisasi Peratran Perundang | Terlaksananya Sosialisasi dumizh Orang yang Mengikut
Undangan Peraturan Perundang-Undangan Sosighsasi Peraturan Perundang- Orang
Undangan
Bimbingan Teknis implementasi Terlaksanarya Binbingan Teknis Jt_lmiah QOrang yang Mengiuti
Perat.tr% Perundan;Un dangan Implementasi Peraturan Bimbingan Teknis Implementasi Orang
Parundang-Undangan Poraturan Perundang-Undangan
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Administrasi Umum Perangkat
Daarah

Tersedianya Komponen tnstalansi

Juriah Paket Komponen Instalansi

Penyediaan Komponen Instatasi S .
o Listrik/Penerangan Bangunan Listri/Penerangan Banguran Kantor | Paket
ListrilvPenerangan Bangunan Kantor Kantor ngan ang yang Disediaka?]a g
, - } — _ A__{
Penyeciaan Peralatan dan Tersedianya Peralatan dan ﬂ?&ﬁ?ﬁ Kgrr:or yr;:: " Pakel
Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantar Disediakan
Penyediaan Peralatan Rumah Tersedianya Peralatan Rumah Jumiah Paket Peralatan Rumah Paket
Tangga Tangga Tange: yang Disediakan
1
) o Tersedianya Hahan Logistik Jumlah Paket Bahian Logisitik Kantor
Penyediaar: Bahan Logistik Kantor Kantor yang Disediakan Paket |
Pemyedigan Barang Cetakan dan Tersedianya Barang Cetakan dan | Jumiah Paket Barang ‘Cetr_:lkan dan Paket
Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan
nB dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Tersedianya Bahan Bacaan dan ggm:?ﬁ%@ima:::: Dokumen ‘
Peratwan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan :
Penyediaan Bahan/Matericl Tersedianya BahanMaterial umeh Poket Barian Materialyang | pyyet
" . Tertaksananya Fasitas Jurnlah Laporan Fasiitas Kunjungan
Fasifitas Kurgungan Tamu ! Kunjungan Tamu Tamu Laporan i
) N o Teriaksa}iénya Penyelenggaraan | dumieh Lapuran Pe'nyalenggaraan )
Penyelenggeraan Rapal Koordinasl | oot oinasi dan Konsultasi | Rapat Koordinesi dan Kensultas Laporan
dan Konsultasi SKPD
SKPD SKPD
Penatausahaan Arsp Dinamis pada | Terlaksananya Penatausahaan Jumniah Dokumen Penatausahaan Dokumen
SKPD Arsip Dinamis pada SKPD Araip Dinamis pada SKPD
Bukungan Pelaksanan Sistem ;ﬁg’::gas Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan
Pemerintahan Barbasis Eletronik Pemerintahan Berbasis Elekdronik Pelaksanage Sistem Pemerintahan Dokumen
pada SKPD erme Berbasis Elelronik Pada SKPD
pada SKPD
Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pamerintah
Daerzh
Pengadaan Kendaraan Perorangan Tersedianya Kendaraan Jumlah Unit Kendaraan Perorangan
Dinas atay Kendaraan Dinas Perorangan Dinas atau Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Unit
Jabatan Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
. . ) Jumiah binit Kendaraan Dinas
Pengadaan Kendarsan Dinas Tersedianya Kendaraan Dinas . ;
Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan yang Unit
Disediakan
Pennadaan Alat Sesar Tersedi Jumiah Unit Alat Besar yang .
| ta ; anya Alal Besar Disediakan Unit
f
Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak | Tersedianya Atat Angkutan Darat | Jumbah Unit Alat Angkutan Darat Tak .
! Bermotor Tak B isedi Unit
! emotor Bermotor yang Disediakan
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Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jemth Paket Mebei yang Disediakan | Pakel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Tersedianya Peralatan dan Mesin | Jumiah Unit Peratatan dan Mesin Unit
Lasnnya Lainsya Lainnya yang Disediakan
Pengadaan Asat Tetap Lainnya Tersadianya Aset Tetap Lainnya dumizh Unit Aset Tetap Lannya yang |
Disediakan
Pengadaan Aset Tak Berwujud Terseckanya Aset Tak Berwujud g‘ﬁs";';'; Unit Aset Tak Berwijudyang | ) i
i kan j
Pengadaan Gedung Kantor aau Tersedianya Gedung Kantor atat 1 Jumlah Unit Gedung Kantor atau Unit
Bangunan Lainnya Bangunan Lairnya Bangunan Lainnya yang Disedakan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Tersedianya Sarana dan Jumiah Unit Sarana dan Prasarana
Gedung Kantor atau Bangunan Prasarana Gedung Kantor atau Gedung Kantor atau Bangunan Unit
Lainnya | Bangunan Lainya Lainnya yang Disedéakan
}&
Pengadaan Sarana dan Praserana | Tersedianya Sarana tan Jurniah Unit Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Prasarana Pendukung Gedung Pendukung Gedung Kantor atau Unit
Bangunan Lainnya Kantor atau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Penyediaan Jasa Perunjang
Urusan Pemerintah Daerah
" Terlaksananya Penyediaa Jasa Jumiah Laporan Penyediaan Jasa
Penyetiaan Jasa Surat Menywrat Surat Meryurat Surat Menyurat Laporan
Penyedizan Jasa Peralatan dan Tersedianya Jasa Peralatan dan ;:'n;:hhffgf; ;anrgid;:: K‘tx or Laporan
Periengkapan Kantor ‘ Perlengkapan Kantor yang Disediakan
o ' --Jumiéh Laporan Penyediaan Jasa
Em¥m|am Jasa Pelayanan Umum Lzseci:n:r‘taor Jasa Pelayanan Pelayanan Umum Kantor yang Laporan
antor um Ka Dieadiakan
Pemeiiharaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah
Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Tersadianya Jasa Pemeiiharaan, "
Biaya Pemelinaraan can Pajak Biaya Pemelharaan dan Pajak | LD Kendaraan Perorangsn inas
] ! atau Kendaraan Dinas Jabatan yang | Unit
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Perorangan Dinas Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya
Kendaraan Dinas Jabatan atau Kandaraan Dinas Jabatan el Ry
Penyackaan Jaga Pameliharaan, Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumiah Kendaraan Dinas
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Biaya Pemefharaan, Pajak dan Operasionai atau Lapangan yang Unit
Perizinan Kendaraan Dines Perizinan Kendaraan Dinas Dipefihara dan Dibayarkan Pajak dan
Operasional atau Lapangan Cperasional atau Lapangan Perizinannya
Penyediaan Jasa Pemelibaraan, Tersedianya Jasa Pemneliharaan, _
Bieya Pemeliharaan dan Perizinan Biaya Pemelharaan dan ;J:;‘liah At Bk;snarpyarn%lﬂlpehha_m Unit
Alat Basar Parizinan Alat Besar Dicayarakan Perzimantya
Penyediann Jesa Pemeliharaan, éz‘:d'a F Y2 Jasd Zﬁ"‘“m Jumiah Alat Angkutan Davat Tak
Biaya Pemeliharaan dan Perizinan P ya n Alat Angkutan Darat Benmotor yang Dipelihara dan Cinit
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor T akg msma olor Dibayarkan Perizinannya
Pemeiharaan Mebel { yertaksananya Pemsliharaan Jarnish Mebel yang Dipsiihara Unit
b :
Pemasliharaan Peralatan dan Mesin Tertaksananya Pemeliharaan Jurnlah Peratan dan Mesin Lainnya Unit

Lainnya

Peraitan dan Mesin Lannya

yang Dipelihara
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r T
L | " f
i ' . | Terlaksananya Pemeliharasn Aset | Jumiah Aset Tetap Lainmya yang .
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya " Tetap Lain:;a Dipelihara Unit
i Jurnla 1 Tak Berwujud .
Pemeliharaan Aset Tak Berwuud .Trxama Pemeliaraan Asel D‘;,"e,ir"';:e s Benwiucyang Unit
Teriaksananya Jutnlah Gedung Kantor dan
PemeliharaarvRenebilitasi Gedung . Pemeliharaan/Rehabilitast Bangunan Lain%ya yang Unit
Kantor dan Bangunan Lainnya Gedung Kantor dan Bangunan Dipalihara/Direhabiltsi
Lainnya
. - Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana > i Jumtah Sarana dan Prasarana
¢an Prasarana Gedang Kantor atau Pemefharaan/Rehabiitasi Sarana Gedung Kanter atau Bangunan Unit
Bangunan Lai dan Perasarana Gedung Kantor | | s vang DipeliharafDirenabilitasi
gunan Lainyd ! atau Bangunan Lainnya
Tertaksanarya Jurnlah Sarana dan Praserana
Pemefharagn/Rehabiitasi Sarana Pemeliharaan/Rehabititasi Sarana | » 0 ung Gadung Kantor atau '
dan Prasarana Pendukung Gedung | dan Prasarana Pendukung Bangunan Lainnya yang Unit
Kantor atau Bangunan Lainnya Gedung Kantor aau Bangunan DipeliharaDirehabiltasi
Lainnya -
) I ! Terlaksanarya Luas Tanah yang Dilakukan
Pemefiheraan/Rehabilitasi Tanah o olinaraaryRenabilitasi Tanah | PemsliharaanfRehabilitasi Unit
Urusan Pemeriniahan Bidang
Penanaman Modzal
2 Program Pengembangan Iklim
Peranaman Modal
5 Penetapan Pemberian
Fagilitas/Insentif dibidang
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi
. Ditetapkannya Kebjakan Daerah _
Penctapan Kebijakan Daerah 4 | o Pemberian Fasiftag/insentit Jumiah Peraturan (aeratyProvinsi ;
Pernberian Fasilitas/Insentofl dan dan Kemudahan Penanaman Dalam Pemberian Fasiltag/insantif Dokumen
Kemudahan Penanaman Modal " gdaiem m & dan Kemudahan Penanaman Modal
I : Terlaksananya Kemitraan antara Jumiah Kesepakatan Kemitraan
Fasitast Kemiraan yeng diakukan | | Besar (PMAY PMDN) antara Usaha Besar (PMA/PMDN) | Dokurnen
___________ oleh Pemerkitah Frovins dengan UMKM di Daerah dengan UMKM o Daerah
. Rekomendasi Kebijakan Sekior ot e Jumiah Rekomendasi Kebijakan
Usaha yang Regulasinya jakal 4 yang Selctor Usaha yang Regulasinya
; 2 LB Regulasinya Diharmonisasi ) i Do Dokurnen
Diharmonisasi Terkait Perizinan Terkail Perizinan Berusaha Diharronisasi Terkait Perizinan
Berugaha Besbasis Resiko Berbasis Resks Berusaha Berbasis Resiko
10. ;| Pembuatan Pela Potensi investasi
Provinsi .
Tersusunnya Peraturan Daerah
i Penyusunan Rencana Umum {Perda) Rencan Umum :g::?n P?erat:fr:rgagaerah (a:e;ﬂd:&af Dok
| Penanarman Modal Daerah Provinsi | Penanarnan Modal Daerah Dmar?aProvinsi nanat e
i Provinsi
| Permtakhiran data potsnsi investasi | Tersedianya data potensi Jumiah daerah yang telah {
. daerah gada 17ysten PIR (Potenst | investasi daesah yang dilaksanakan pemutakhiran data ; Daerah
 Investasi Regional) termutakhirkan potansi investasi i
i T
; I . ’ Terlaksananya kemitrazn antara jumiah kesepakatan kemitraan antara ;
Fasilitasi Kemifraan yang dilakukan ;
oo Pamormtat, Pr D‘;ing usaha besar (PMAPMDN} usaha besar (PMAIPMDN) dengan | Dokumen
dengan UMKM di daerah UMKM di daerah
Peryusunan Pata Potensi Investasi Tersusunnya Peta Potensi Jumlah Dokumen Peta Potensi
Provinsi Dakumen

Investasi Provinsi

Investasi Provinsi
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1.

Fasilitasi Rencana Proyek
Pananaman Modal di Bidang
Infrastruktur

L lertaksananys Fasilitasi Rencana Jumnlah Fastitesi Rencana Proyek
?Zif’n?;m",‘;’“ﬁﬂil R Proyek Penanaman Modal di Penanaman Modal di Bidang
Itk it untuk e dukug Bidang Snfrastruktur unkuk Infrastruktur untuk menduking Baden Uszha
pembangunan industl‘;’g mendukung pembangunan sector | pembangunan sector industry
: | incustry Berbasis Sumber Daya Berbasis Sunber Daya Alam yang
Berhasis Sumber Daya Alam - dilaksarakan
2. | Fasilitasi Rencana Hilirisasi
Investasi strategi di wilaysh L
provinsi
T ) ] Terlaksananya Fasilitast Hilwisast P ;
Fagilitasi Hiinsasi Investasi strategi ) P Jumiah Fasilitasi Hilwisasi Investasi
di witayah provinsi m{::f' strategi di weaysh strateq di wilayah provinsi Badan Usaha
13
Kemitraan Usaha Naslonal
e Terlaksananya Fasilitasi Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha
ﬁ;ﬁ:;ﬁ;‘;ﬁ"&;ﬁ?ﬁ‘;ﬂ Kemiraan Ussha antzsa UMKM | antars UMKM Miik Pengusaha OAP
atot Ma rakaﬁ-lluk o Adet Milk Pengusahia OAP danvatau | dan ateu Masyarskat Hukum Adat | s
dengan xusahaan PIA PMON Masyarakat Hukum Adal dengan | dengan Perusahaan PMA/ PMDN
) @Berskala B { Pernsahaan PMA/PMDNyang | yang Berskela Besar
yang Berskala Besar E
14. | Koordinasi Pembentukan Badan
Usaha Milik daerah datam rangka
Pengembangan Kegiatan Ekonomi
dan Penanaman Modal i Witayah
Provinsi
Koordinasi Pembentukan Badan | 1eroioararye KOMHES | umiah Kooranasi Pembentukan
Usaha Milik daerah dalam rangka dagrah dakam rangka Badan Usaha Milik daerah datarm
Pengembangan Kegiatan Ekonormi Pengemb nﬁg iata rangka Pengembangan Kegiatan Laporan
dan Penanaman Modaf o Witayah Eknﬂi ::ngap en:%?ﬂ;:\ Modal Ekonomi daanenanamgn Modal di
Provinsi di Wikayah Provinsi Wilayah Provinsi yang difaksanakan
15. | Fasilitast Rencana proyek
Penanaman Modal di Bidang
Infrastrukctur
T Terlaksanarya Fashitasi Rencana | duntieh Fasilitesi Rencana proyek
Eﬁ]?aﬂmmlﬁogi proyek Penanaman Modal di Penanaman Modal di Bidang
e etur Uk M enduk'fng | Bidang Infrastruktur uptuk infrastruktur Untuk Mendukung Badan Ussha
P ran Sektor Industr i Mendukung Pembangunan Sektor | Pembangunan Sektor Industrs
m“‘"ba.“-"“&mw Dova Ao ! industri Berbasis Sumber Daya | Berbasis Sumber Daya Alam yang
d Aam Dilaksanakan
. | Fasilitasi Rencana Hilirisasi
Investasi Strategl di Witayah
Provinsi
Fasiitasi Hiisasi Ivestasi Stategis | T;‘;’::{:;Va Fasiilas MWIS3S!  umia Fasiitasi Hirsasinvestasl | o
d Wilayah Provinsi Provins ateges 4 Strategi di Wiayah Provinsi
17. !
Kemitraan Usaha Nasional
Fasifitasi Kemifraan Usaha antara ;::;:s:a';a an:f‘:za am LKA Jumtah Fasilitasi Kemitraan Usaha
UMKM Milik Pengusaha OAP dan/ - antara UMKM Milk Pengusaha OAP
Milik Pengusaha GAP dan/ atau
atau Masyarakat Hukum Adat dan/ alau Masyarakat Hukum Adat UMKM
dengan Perusahaan PMA/ PMDN g‘awalf::;';mmp‘:‘dglwd;:@" dengan Perszhaan PMA/ PMDN
yang Berskala Besar Berskaia Besar "9 yang Berskala Besar

18



Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Sumsel 2025

18. | Koordinast Pernbentukan Badan
Usaha Milik Daerah dalam Rangka |
Pengemhangan Kegiatar Ekotomi
dan Penanaman Modat di Wilayah
Provinsi
_ Terlaksananya Koordinasi Jumilah Koordinasi Pembentukan
e vean o Aoy | Pembentkan Bodan Usaha Wik | Baton Usaba Wik Dacrah caar
Pengembanaan Kegiatan Ekefiormi Daerah datam Rangka Rangka Pengembangan Kegiatan Laporan
dan %na;fm l\:gdal i Witavah Pengembangan Kegiaten Ekotiomi dan Penanaman Modal di por
Frovinsi ¥ Ekonomi tan Penanaman Madal Witayah Provinsi yang dilaksanakan
i Wilayah Provinsi
Program Promes| Penznamar
19 | Penyelenggaraan Promost
| Ponanaman Madal yang Menjadi
Kewenangan Daceali Provingi. _ T
Pelaksanaan Kegiatan Promosi . . I
Terlaksananya Kegiatan Promosi | Jumtah Dokumen Hasil Kegalan
Ef""“.”a.ma" Modal Kewenangan Penanaman Modal Provinsi Promasi Peranaman Modal Provinsi | Dorumen
Penyusunan Strateg Promosi | Tersusunnya Stralegl Promosi | Jumiah Dokumen Stralegi Promei
Penanaman Modal Kewenangan i Penenaman Modai Kewenangan Paranaman Modal Kewenangan Dokumen
g ; ng
Provinsi Provinsi Provinsi
- Program Pelayatian Penanaman - | -
% —=
Penanaman Modal yany Menunut
Katentuan Peraturan Perundang:
an Mefjadi I o
Daerah Provinst ' )
; L Terlaksananya Koordinasi dan jumiah kegiatan korcinasi dan
gzgi;inasa t;an Slnki;zmsasu sinkronisast penetapan pemberian | sinkranisasi penetapan pemberian Dokuman
Factiadinsentt “'.‘be‘Dmh fasilitas/imenst daerah fastitas/intensif yang menjadi
kewenangan caerah provinsi kewenangan provinsi
fponan et rhadop, | e plku sahayang
Penyediaan dan pengelotaan ¥a inan berusaha melali mesmperoleh fayanan konsultasi
anan Konsultasi Perizinan { per e perizinan berusaha melaiui 10ystem | Pelaku Usaha
. : : 18ystem perizinan berusaha h A
Berusaha Berbasis Resiko ; berbasis riciko terintegras secars per_zinaq berusaha berasis risiko |
elektronik terintegritas secara elekironik
Penyediaan Pelayanan Perizinan tersedianya pelayanan pefizinan tersedianya pelayanan perizinan
ya
Berusaha melalui 19ystem Perizinan | berusaha melakui 18ystem berusaha melaiui 19ystem perizinan Pefaky Usaha
Berusaha Berbasis Resiko perizinan hestisaha berbasis risiko | berusaha berhasis risiko terintegrites
Terintegrasi secara eleldronik terintegritas secara elekironik secara elektronik
i
teriaksananya
. : pemantauan, Analisis, Evaluasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang
E::::::?BEL?ESE::‘S' @0 | dan Palaporan o bidang perizinan | perizinan berusafia berbasis risike Keqiatan Usaha
B et Rt berusaha berbasis riskn intas | finkas daerah kabupaten/kota bagi &
daerah KahupatervKota bagl kegiatan usaha dari pelaku usaha
kegiatan usaha dari pelaku usafa
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Program Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman Modal
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Provinsi
Teriaksananya analisa dan jumtanya kegiatan usaha dan pelaku
verifikasi data, profil dan informasi | usaha yang telah dianaiisa dan
kegiatan usaha dari pelaku diverifikas; data, profii dan informasi
Pengawasan Penanaman Modal inspeksi lapangan terhadap kegiaksn usaha dan pelaky dilakukan | Kegiatan Usaha
kegiatan serta evaluasi penilaian inspeksi lapangar,; serta dilakuken
kepatuhan pelaksanaan perizinan | evaluasi penilaian kepatuhan
berusaha para pelaky usaha pelaksanaan perizinan berusaha
Penyelesaian Permasalahan dan terbk::ar;g: Z?wy:aﬁ::gn Jumiah penyelesaian permasalanan
Hambatan yang dhadapi pelaku p:m dihadapi pelaku Usaha dan hambatan yang dhadapl pelakl | i eaha
usaha dakam merealisasian o rethonsikan kegiatan | USaha alam mersafcaskan kegatan =
kegiatan usahanya usahanya usahanya
terlaksananya bimbingan JuajPelaku Usaha yang mengikuti
- . teknis/sosialisasi mplementasi Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
mgm Teknis kepada Pelaku - porpinan berusaha berbasis implementasi Perizinan berusaha Pelaku Useha
! risikodan pengawasan perizinan berdbasis resiko dan pengawasan
berusaha berbasis risko perizinan berusaha berbasis resko
Program Pengetolaan Data dan
Sistern Informasi Penanaman Modal
Urusan Pengelolaan Data dan
Informanst Perizingn dan Non
Pertzinan Penanaman Modal yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah
Provinst
Pengolahan, Penyajian dan | Tersedianya Data dan Informasi Jumiah Data dan Informasi Perizinan
Pemanfaatan Dala dan Informasi | Perizinan Berbasis Sistem dan Non Perizinan Berbasis Sistam
Perizinan dan Non  Perizinan | Pelayanan Perizinan Barusaha Pelayanan Perizinan Berusaha Dokumen
Berbagls  Sistem  Pelayanan | Terintegrast secara Elektronik Terintegrasi secara Elekironik yang
Perizinan Berusaha  Terintegrasi | yang diolah, Dikaji dan diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan
secara Elekironik Dimanfaatian
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12 Analisa Kinerja Pelayanan Daerah
Tabel II. 2
TARGET DAN CAPAIAN REALISASI INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROV. SUMSEL
Tahun 2018 s.d Tahun 2024
Tahun
MNe Uraian 2018 2019 2020 204 2022 2023 2024 ‘
Targst 1 Realisast '-:;g Realisasi | Targel | Realisasi Targe! R::as Ti{g : R::!is Target Regfrsa Target | Realisasi {
! 2 3 4 5 7 g
Pertumbuhan T q
1 investasi (%) 10 1052 7 2119 7 aras 7 963 7 i 18,36 7 1587 8 ’ 4937
|
. [
4 Regfsas PMA A 16,7 % - " 204 P ;
2 (RP. Trilyun) 1458 1561 1 11,06 1768 253 1913 18,39 7 i 17,77 2190 21 86 195 3425
Realisasi PMON 5 5 : | o
(RP. Trifyun) " 747 759 16,82 855 15,82 814 16.27 979 | 2317 1047 258 22 36.67
‘ —
Total realisasi :
) (RP. Triliyun) 25,89 23,08 2147 797 26,4 38,35 283 3466 | 303 4094 037 47,48 "5 7092
| Indeks B i { -
3 Kepuasar 86 8936 895 9100 BG5S g1 896 | 9027 | 896 89 89 897 8882 9090 RO G7
| Investor (%) ] N
Jumlah |
Perzinan dan I
Non Penzinan | i
4 Yang 953 904 868 601 1006 : sn | 5106 .08
csalanitinn 940 974 513 650 1673 4 1618 2250 4454
Tepat Waklu
. sesual SOP |
Jumlah [
5 Investor/ 178 333 345 430 3B7 629 369 as4 381 0 1203 393 3505 1.150 1116
Perusahaan ! J |
catatan :

sumber data Daiak, PPiSi dan E Money Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpagu Satu Pintu

Provisi Su

efa Selatan,

.
H. Lu a Kurnia, SE, MM
PembingNUtamd Muda/ IV.c

NIP. 1979090%2006041008
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Pagu anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera
Selatan yang bersumber dari dana DAU (Khusus Belanja Gaji beserta tunajngan PNS, APBD dan DAK
Non Fisik mengalami 4 (empat) kali perubahan, hal tersebut dapat dilihat dari tabel sbb berikut :

Gambar 1.1
Pagu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2024

Perkada! | Pekada2 | Pergeseran | Pagu APBDP |

Pagu Semula Pagu Recofusing/
Pagu DPA APBD |
L

24.508.357.040.-

20.564.101.040 -
(s

-
20.176.457 558 -

Sumber : DPA dan DPPA DPMPTSP Tahun 2024

Dengan rincian per program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan bisa dilihat dari realisasi Fisik dan Keuangan
seperti tabel Sebagai Berikut :

I~
2
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5.2  BELANJA MODAL B 250,000,000.00 | 248,660,000.00 | 99.46 | 3,365,110,000.00
5.2.02 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin 250,000,000.00 248,660,000.00 99.46 3,365,110,000.00
5.2.02.02 Belanja Modal Alat Angkutan 0.00 0.00 | 0.00 2,348,000,000.00

__5.2.02.05 Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga 85,000,000.00 84,140,000.00 98.99 249,955,000.00
5.2.02.06 Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar 0.00 0.00 0.00 347,595,000.00
5.2.02.10 Belanja Modal Komputer 165,000,000.00 164,520,000.00 99.71 419,560,000.00

JUMLAH BELANJA MODAL 250,000,000.00 248,660,000.00 99.46 3,365,110,000.00 |
) JUMLAH BELANJA 20,010,226,240.00 18,423,790,022.00 92.07 | 22,425,961,845.00 |
i SURPLUS/DEFISIT (20,010,226,240.00) { 18,423,790,022.00) 92.07 | (22,425,961,845.00)

Sumber : sistem aplikasi SIPD kemendagri 2024

Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

Kurnia, SE, MM
Muda / IV.c
NIP. 1979090200604 1008
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Tabel 11.3

PEMERINTAHAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024
01 Januari 2024 Sampai 31 Desember 2024

Kode Rekening URAIAN ANGGARAN REALISASI 2024 % 2024 REALISASI 2023
5={(4/3
B 1 2 3 4 *(10{) ) 6
1|5 BELANIA DAERAH 20,010,226,240.00 18,423,790,022.00 92.07 22,425,961,845.00
:_ 5.1 BELANIA OPERASI 19,760,226,240.00 18,175,130,022.00 91.98 19,060,851,845.00
5.1.01 Belanja Pegawai 13,965,475,728.00 12,708,025,594.00 91.00 10,899,124,149.00
5.1.01.01 Belanja Gaji dan Tunjangan ASN 5,707,830,528.00 5,258,993,334.00 92.14 |  4,863,671,342.00
5.1.01.02 Belanja Tambahan Penghasilan ASN 8,165,005,200.00 7,426,832,260.00 90.96 5,950,492,807.00
o Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objéitif -
5.1.01.03 __ Lainnya ASN 92,640,000.00 22,200,000.00 23.96 84,960,000.00
5.1.02 Belanja Bzrang dan Jasa 5,794,750,512.00 5,467,104,428.00 94.35 8,151,727,596.0{
5.1.02.01 - ‘Belanja Birang - 816,551,811.00 780,925,789.00 95.64 |  1,344,485,386.00
5.1.02.02 Belanja Jasa 2,267,432,701.00 2,152,300,268.00 94.92 2,820,848,489.00
5.1.02.03 Belanja Pemeliharaan 127,000,000.00 93,051,422.00 73.27 277,690,363.00
5.1.02.04 | Belanja Perjalanan Dinas 2,308,766,000.00 2,195,426,949.00 95.09 3,718,703,458.00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak
5.1.02.05 Ketiga/Pitak Lain/Masyarakat o 275,000,000.00 ~245,400,000.00 | 89.24 0.00
JUMLAH BELANJA OPERASI 19,760,226,240.00 18,175,130,022.00 91.98 19,060,851,845.00




Tabel IL.4

Laporan konsolidasi program dan kegiatan aphd
Dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
Provinsi sumatera selatan triwulan iv tahun 2024
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RealisasiKeu.s.d.Bulan31Desember

IndikatorkinerjaProgram/Kegiatan{Cutcome/Cutputs)

Realisasi RealisasiFisiks.d.BulanIni ) 1
I Pagu TertimbangFi )
Keterangan
Ne. Yogram/Kegiatan Anggaran{R T‘;‘get( % @) Narasi Target TargetFi | Realisas | ReatisasiF|  sik (%) Lokast
[} R Kinerja sik{ %) iKinerja | isik(%)
1 2 3 ki 5 & 7z & E 10 11 12 13
Persentase
PROGRAM programpenunjang ProvinsiSu
I NGU 17.230.522.240 | 100,00 | 91,92 15.837.860.744 |urusanpemerintahan 100% 100,00 100,00 86,11 materasel
PENUNIA RUSANPEMERIR DaerashPovinsiDssrahPovi atan
TAHAN DAERAH ” ;
naiyang
tercapai
Persentase
Kegiatan DokumenPerencanaan, pen Provinsis
1 |Perencanaan,Penganggaran,d 49.200.000 | 100,00 | 97,30 47.967.000 |{ganggarandan evaluasi 9Dokumen | 100,00 100,00 25,00 |umatera
anEvaluasiKinerja Perangkat kinerjaperangkat daerah Selatan
Daerah yang
tersusun
. Sub Penyusunan 14.300.000 § 100,00 | 97,33 13.917.800 Tersedk ian;: ooden |200Kumen 100,00 166,00 01 ProvinsiSam
DokumenPerencanaanPerangkatD gon:Tfn rencanaan ’ ! ! Seatal|a?;an
I
aerah vangtersusun
SubKegiatanKeordinasidan® 10.000.000 | 100,00 | 98,90 9.890.000 | 1o rsadianyabokumenRKASKE ProvinsiSum
2 2Dokumen 100,00 100,00 20,28 |atera
enyusunan RKA-SKPD D yang tersusun Selatan
SubKegiatanKoordinasidanP 10.000.000 | 100,00 | 99,00 9.900.000 TersedianyaDokumenDPASKP ProvinsiSurm
3 2Dokumen 100,00 100,00 20,28 |atera
enyusunan DPA-SKPD D yang tersusun Selatan
SubKegiatanKoordinasidan 15,000,000 | 100,00 | 95,06 14,259,200 ; TersedianyaDokumen Provinsis
PenyusunanLaporanCapaiankiner Laporan capaian Kinerja
4 |ja dan IkhtisarRealisasiKinerja danikhtisar realisasi kinerja | S-2Poran 100,00 100,00 | 30,43 |umatera
SKFPD SKPDyang tersusun n
Kegiatan 14.711.833.429 | 100,00 | 91,10 13.402.226.006 Parsenta Provinsi
2 |Keglatan antase - |1rahun 100,00 100,00 20,00 |Sumater
AdministrasiKeuanganPerang administrasikepegawaia
N aSelatan
kat Daerah nyangtercapai
. 13.872.825.728 | 100,00 | 91,48 12.6591.272.006 . Provinsi
5 SubkegiatanPenyediaanGajidanT nglahoraquangmenenmag {Tahun 100,00 100,00 94,30 | Sumater
unjangan ASN aji dan tunjangan ASN aSelatan
Sub Kegiatan 731.157.701 | 100,00 | 52,26 674.553.000 |3, b dekumen ;i?ar:;\;/ Provinsis
6 |PenyediaanAdministrasi hasliPenyediaanAdministrasiP amalTa 100,00 100,00 4,97 umatera
Pelaksanaan TugasASN elaksanaan TugasASN hun Selatan
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SubKegiatanPelaksanaan 92.640.000 [ 100,00 | 23,96 22.200.000 | JumlahDekumen BrovineiS
Penatausahaan Penatausahazan Qorang/ta
7 danPenguijian/VerfikasikKeuangan danPengujian/Verifik hun 100,00 100,00 0,63 umatera
SKPD asiKeuangan SKPD Selatan
7000000 ;] 100,00 | %714 6.800.000 | 3, miah Laporan
Sub Kegiatan Koordinasi KeuanganAkhir Tahun SKPD ProvinsiS
& |danPenyusunanLaporankKeuan dant.aporan Hasil 1Laporan 100,00 100,00 0,05 umatera
ganAKhir Tahun SKPD KoordinasiPenyusunan Selatan
LaporanKeuanganAkhirTahu
nsSKPD
8.000.000 | 100,00 | 92,50 7.400.000 | JUmBhRLApGranKeuangan
Sub Kegiatan Koordinasi Bulanan/Triwulan/ 2 -
danPenyus Laporan n SKPD dan ProvinsiS
9 |2 v B:r:n pc_ntala " L.aporanKoordinasi 18Laporan 100,00 100,00 0,05 umatera
evangan nan/Triwulanan/Semy Penyusunaniaporan Selatan
esteransKPD KeuanganBulanan/Triwulan/
Semesteran SKPD
58.000.000 | 100,00 | 91,14 52.863.000 Frovinsi
3 |Keglatan . Persentaseadministra 1Tahun 100,00 100,00 | 100,00 |Sumater
AdministrasiKepegawaian siumum yang tercapai
aSelatan
PerangkatDaerah
Sub Kegiatan Pendidikan 58.000.000 | 100,00 | 91,14 52.863.000 ium;zh‘;er?grflsﬁéi rdasarkan ProvinsiS
10 | danPelatinanPegawaiBerdasarkan U9 Fungst 10orang 100,00 100,00 | 100,00 |umatera
T dan F i yangMengikuti Pendidikan Sel
ugas dan Fungsi danPelatihan atan
1.036.148.811 | 100,00 | 99,87 1.034.759.717 Provinsi
4 |Program PersantasepengadaanBM ..., 100,00 100,00 | 100,00 |Sumater
AdministrasiUmumPerangkat Dyang tercapai
aSelatan
Daerah
Sub Kegiatan 26,000.000 | 100,00 | 99,79 25.544.100 Jumilah Paket .
PenyediaankKompaonen KomponenInstalansi Provinsis
)
1 Instalasil istrik/Penerangan Listrik/PeneranganBangunan 1tehun 100,00 100,00 251 Hmater,
- Selatan
Bangunankantor Kantor yangCisediakan
SubKegiatanPenyediaan 200,000,000 | 100,00 ! 99,53 199.060.000 | JumlahPaketPeralatandan Provinsi
12 |Peraiatan Perlengkapan Kantor 25Untt 100,00 100,00 19,20 | Sumater
danPerlengkapankantor yangDisediakan aSelatan
169.148.811 | 100,00 | 99,80 168.817.100 | 3, miah Paket Bahan
. LogisitikKantor yang 1 tahun, ProvinsiS
13 a:zaiig;ga?:;mﬁetg:aan Disediakan(Tersedianya ATK, |itahundan | 100,00 100,00 16,32 umatera
makanminum rapat, peralatan {25 unit Selatan
danbahan pexnbersih }
R . 80.000.000 | 100,00 | 99,98 79.587.500 | Jumlah Paket Barang ProvinsiSum|
SubKegiatanPenyediaanBarang 4 ’
14 Cetakan dan Penggandaan Cetakandan Penggandaan 1@hun 100,00 100,00 7,72 gl;a
yang n
Disediakarn
Sub Keglatan Penyediaan 13.000.000 { 100,00 | 99,68 10.965,000 :é:r:al::zzhumemaahan 2160 . Provinsic
15 | BahanBacaan dan Peraturan ¥ I 100,00 100,00 1,06 umatera
Perundang-unda Peraturanferundang- / Selatan
e g-uncangan UndanganyangDisediakan bukuyangter

sedia
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sub Kegiatan 550.000.000 | 100,00 [ 100,00 545.986.017 g::;lzgigpaorr::n Provinsis
16 |PenyelenggarsanRapat Koordinasi RapatKoordinasi 120kali 100,00 100,00 53,08 umatera
danKonsultasiSKPD danKonsuhkasiSKPD i:;awn
KegiatanPengadaanBarang 50.000.000 | 100,00 | 99,20 49.600.000 winst
5 |MilikDaerahPenunjangUrusan """’“:‘:“"e"gad_ aanBM | h0ve 100,00 100,00 | 100,00 |Sumater
Pemerintah Daerah Dyang tercapal aselatan
50.000.000 | 100,00 | 99,20 49.600.000 . Provinsi
hP: bel
17 {Subkegiatan Pengadaaniebel .?umla aketMebelyangDised 15Unk 100,00 100,00 100,00 | Sumater
lakan aSelatan
KegiatanPenyediaanlasa Persentasejasapenunjang Provinsi
& |Penunjang 850.540.000 | 100,00 | 97,81 832.233.620 |urusan 100%% 100,00 100,00 100,00 | Sumater
UrusanPemerintahanDaerah pemerintahandasrahyang asSelatan
tercapai
15 | SubKegiatan Penyediaan 7:140.000 | 100,00 | 91,74 6.550.000 | 5, miahl aporanPenyediaanda |400 100,00 0000 | osa | ansisum
JasaSurat Menyurat sa Surat Menyurat Dok/Surat 4 ' ! Salatan
[ i .
Sub Kegiatan Penyediaan 485.000.000 ¢ 100,00 | 96,70 468.983.620 JJaL;r: ahlaporanPenyediaan aSKitanciRe insiS
19 Jasal?omunlkasu,SumberDayaAlr, Komunikasi, SumberDaya K 100,00 106,00 57,00 ;}mamra
danListrik Alr,danListrikyangdisedia n
kan
358700.000 | 100,00 [ 99,44 356.700.000 | 3 ymlah Laporan
Penyediaanlasa Pelayanan ProvinsiS
SubKegiatan Penyediaan UmumKantaryang Disediakan | 1Tahun 44k
20 JasaPelayanan Umum Kantor (Tersedianyalasa Kebersihan | ali 100,00 100,60 42,16 | umatera
Sefatan
Gedungkantor dan
terbayarnya jasatutor SKIJ1)
Kegiatan Pemeliharaan 474.500.000 | 100,00 | 88,12 418.211.401 |Persentase Barang ProvinsiSum
7 |BarangMilikDaerahPenunjang MilikDaerahyangterpelihar | 100% 100,00 100,00 | 100,00 | atera
Urusan adan Selatan
PemaerintahanDaarah siapoperasional
SubKegiatanPenyedlaan Jasa 362.600.000 | 100,00 | 93,43 338.783.401 JumlaEKenEEraan
Pemeliharaan, Perorangan Dinas 14Uns Provinsis
21 |BiayaPemeliharaan, ataukKendaraan Dinas R OR4 100,00 100,00 76,40 | umatera
PajakdanPerizinankendaraan Jabatanyang Dipettihara AR Salatan
Dinas Operasionalatau Lapangan danDibayarkan Pajaknya
- 87.000.600 | 100,00 | 91,30 79.428.000 Provinsi
27 | 3ub Kegiatan . Jumlah peratan dan tTahun 100,00 100,00 | 18,33 | Sumater
PemeliharaanPeralatan dan Mesin MesinLainnya yang Dipelihara aSelatan
Lalnnya
Sub 25.000.000 | 100,00 | 000 " IJumlah Sarana dan ProvinsiS
53 5&glatanPanehharaan/Rehab:hta PrasaranaPendukung 1unit, 1@ 100,00 100,00 5,27 umatera
si Saranadan Prasarana Gedung Gedung Kantoratau hun
) ) Selatan
Kantoratau Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya
yangDipelihara/Direhabllitast
. |PROGRAM ~ - o 470.000.000 | 100,00 | 97,40 - 457.803.425 | TercapainyaPersentasePer ] Provinsisw
H . C P ' : L .. |tumbuhanInvestasi 1% 100,00 100,00 2,35 | mintera
EE m“mmm“ S PenanamanModat e ! Selatan -
PENANAMAN MODAL T

27
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55.000.000 | 100,00 | 94,52 51.987.546 | Tingkatcapalanpelaksanaa
. nkegiatan
Kegiatan Penetapan - - i i
. . pemberianfasilitas/ ProvinsiS
8 P.erfnbenanFasliftasllnsentif insentif dankemudahan Zd““m-i 100,00 100,00 100,00 | umatera
dibidangPenanamanModalyan nregulasi
gMenjadiKewenangan Daerah penanamanmodal Selatan
N daerah,Jumiahregulasi
Provinsi o
[ kebijakan yang
ditetapkan
o 55.000.000 | 100,00 | 94,52 51.987.546 | yumiah 20
P: eégain Hakan Daerah PeraturanDaerah/Provinsi kesapakatan ProvinsiS
24 |Penetapankebijakan DalamPemberian ,1 dokumen | 100,00 100,00 | 100,00 |umatera
dalarnPemberian . . -
Fastlitas/Insentif dankKemudahan Fasilitas/Insentifdan kajian, Seiatan
Penanaman Madai KernudahanPenanamanModal | 1raperda
415.000.000 | 100,00 | 97,79 405.815.879 |Capaianpotensidasrahyan
s gherpaluang 5 ProvinsiS
o Kﬂn';t:;;muﬂh:m investasi,Meningkatnya  |proyek/kegi| 100,00 100,00 | 100,00 |umatera
vinsi jumlahpotensi yang atan Selatan
menjadi
peluanginvestasidasrah
415,000,000 | 100,00 | 97,79 405.815.879 | Tersadianya dokumen
Sub Kegiatan Penyediaan kajlanpemetaan potensi ProvinsiS
25 |PetaPotensi dan Peluang danpeluanginvestasi daerah, | 1ldokumen 100,00 100,00 100,00 [umaters
UsahaProvinsi JumiahDokumen Peta Selatan
PotensiInvestasi Provinsi
HI |PROGRAM L 200.000.000 | 100,00 | 97,07 234';:106-207 | Terlaksananya R
L | PROMOSIPENANAMANM . - L o A R | PenyusunanStrategi dan : ] Provinsis
ODAL .. R | pelaksanaankegiatan 100%% 100,00 | 100,00 145 |umsters
‘| promosiPananaman o : Selatan
'] modalkewenangandaerah S
::glatan o osip Tercapainya ProvinsiS
10 “""h':::":’““ :"“jad. Shant|  290.000.000 | 100,00 | 97,97 284.106.207 |Promosipenanaman modal |idokumen | 100,00 100,00 | 100,00 jumatera
aman alyangMenjadi kewengandaerah provinsi Selatan
Kewenangan Daerah
Provinsi
SubKegiatanPenyusunanStrategi 96.293.500 | 100,00 | 94,23 90, 738.050 | Jumiah Dokumen 1eventdan ProvinsiSum
26 |Promasi Penanaman Modal StrategiPromosiPenanamanM | 100,00 100,00 33,20 |atera
KewenanganProvinsi odal fen Selatan
KewenanganProvinsi
Sub Kegiatan 193.706.500 | 100,00 | 99,83 193,368.157 [Jumiah Dokumen. 3event,3 ProvinsiSum
27 | Pelaksanaankegiatan Promosi HasilKegiatan Promosi Jenis,2 100,00 100,00 66,80 |atera
Penanaman Penanaman Jenis Selatan
ModalKewenanganProvinsi ModalProvinsi
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RealisasiKeu.s.d.Bulan3iDesember

IndikatorKinerjaProgram/Kegiatan (Outcome/Outputs)

Realisasi RealisasiFisiks.d.BulanIni .
| Pagu Anggaran{Rp) TertimbangF
No. Program iatan Target; %, i [Ketes
ogram/Keg Fge k) ” Ro) MNarasi [Targetki TargetFi| Realisas | RealisasiFisi| isik (20} Lokast g:num
Inerja sik(%) | iKinerja | k(%)
x 2 3 L 5 & F & 9 10 11 12 13
Tarcapainya 575 ProvinsiSumat
PROGRAMPELAYANANPENAN KualitasPelayananperizinamd | petizin
v AMAN MODAL 700,000.000 100,060 93,65 655.517,.166 annonperlzinan yang at, fan 100,00 100,00 3,50 eraSelatan
terintegrasidantransparan nonpar
izinan
Kegiatan Penanaman 675
Modalyang Menurut Jumlah Perizinan . Provins|Sumat
11 (KetentuanPeraturan 700.000.000 | 100,00 93,65 655.517.166 | yangditerbitkansesuaiStand anl dan 100,00 100,00 100,00 |ermSelatan
Perundangan-Undangan arOperasional Prosedur non
MenjadiKewenangan iz per
DaerahProvinsi han
Sub Kegiatan 700.000.000 | 100,00 93,65 655.517.166 |wersedianya pelayananperizinan 2250
Penyediaan Pelayanan Terpadu berusaha melaluisistern Perizi ProvinsiSumat
28 |Perizinan danNon Perizinan perizinan ndam 100,00 100,00 100,00 |eraSelatan
Berbasis SistemPelayanan berusahaberbasisrisikoterintegrit ancan
Perizinan BerusahaTerintegrasi assecara elektronik NonPer
Secara Elektronik izinan
1.264.704.000 100,00 290,21 1.140.848.913 | Tercapainya nilai
PROGRAM PMDN(Torcopainya nilal | | 41,32 ProvinsiSumat
V |PENGENDALIANPELAKSANAA i ( et ™ 100,00 100,00 | 6,32 |emSelatan
NPENANAMANMODAL reafisasiinvesas riyun
Penanaman
ModalAsingdanPenanamanM
odal
DalamNegeri)
Kegiatan 1.264.704.000 100,00 o0,21 1.140.5848.913 Parsentase ProvinsiSumat
PengendalianPelaksanaan tingkatk t i
12 Pe:gmmanmwang gatkepa (;hn:';:'t"sm” P ! 9spersen | 100,00 100,00 | 100,00 |emSelatan
Menjadi KewenanganDaerah kepatuhaninvestor / pelaku
Provinsi usaha)
658.560.000 100,00 97,65 643,094.696 | jumlanya kegiatan usaha ProvinsiSumat
SubKegiatan daripelaku usaha yang 15U
29 PengawasanPenanaman Modat relahdianalisadandiverifikasidat 60BAP 100,60 100,00 52,07 | eraSelaan
a,
profildaninformasikegiatan
Sub Kegiatan 290.640.000 | 100,00 66,05 191.956.829 [Jumlahpenyelesaian
penyelesalanPermasalahan dan permasalahandanhambatanyan ProvinsiSumat
30 |Hambatanyang dihadapi Pelaku g dihadapi pelaku usahadalam | 2500LKPM | 100,00 100,00 22,98 |eraSelatan
Usahadalam merealisasikan merheallsasikankegiatan
iatan usahanya
ﬁ%gl'nanya

29



——

Rencana Kerja DPMPTSP Provinsi Sumsel 2025
Al

315.504.000 [ 100,00 96,52 305.797.388 [JUmanPeEaruUsana yang
mengikuti Bimbingan
. o . Teknis/Soslalisasi ProvinsiSumat
31 SubKegiatanBimbinganTekniskep Imiph tasiPerizinan berusaha | F00Pelak 100,00 100,00 2495 |eraSelatan
ada Pelaku Usaha ber4basisresiko dan uUsaha
pengawasanperizinan berusaha
berbasisresiko
— 55.000.000 | 100,00 96,55 53.100.979 |Tercapainyo Rasio
PROGRAM Tingkatlayanan ProvinsiSumat
V1 [(PENGELOLAANDATADAN terhadapketersediaan data [100% 100,00 100,00 0,27 eraSelatan
SISTEM dansisteminformasiPenanam
INFORMASIPENANAMAN an
MODAL Modal
UrusanPengelolaanDatadan 55.000.000 | 100,00 96,55 53.100.979 |Persentase Capaian
Informasi Perizinan dan Tersedianya data ProvinsiSumat
13 |NonPerizinan Penanaman danInformasiperizinandann |100% 100,00 100,00 100,00 |eraSelatan
ModalyangTerintegrasipadaT onpearizinanpenanamanmod
ingkatDaerah Provinsi alyang terintegrasi pada
pengolahan, Penyajian, 55.000.000 | 100,00 56,55 53.100.979 _llﬁ:rizinan i J
danPemanfaatan Data dan PerizinanBerbasis Sistem ProvinsiSumat
12 InférjﬂaS'Penzm" fﬁaﬂ Non PelayananPerizinana 4 100,00 100,00 100,00 |eraSelatan
PenzmanBerb?lsls Sistem BerusahaTerintegrasisecaraElekt | POk/dat
PelayananPerizinan Berusaha ronikyang Diclah, Dikaji abase
Terintegrasisecara Elektronik danDimanfaatkan
Jumlah:32SubKegiatan 20.010.226.240 100,00 92,10 18.429.237.434 100,00 100,00 100,00

Swumber : Laporan Emonev DPMPTSP Desember Tahun 2024

Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan

ha Kurnia, SE, MM
Muda/ IV
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Isu - isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Penentuan isu-isu strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Serpadu Satu Pintu

Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan pada beberapa faktor, yaitu :

1)
2)
3)
4

9)
6}

7)

8)

9

Gambaran pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
Sumatera Selatan;

Visi, Misi, dan program kegiatan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih 2025 s.d 2030;

Sasaran jangka menengah pada Renstra BKPM RI 2025 - 2030,

implikasi RTRW bagi pelayanan DPMPTSP

Implikasi KLHS bagi pelayanan DPMPTSP

Target Investasi Seluruh indonesia Tahun 2025 — 2029 Rp. 13.000 Triliun, investasi di tahun 2025
ditargetkan sebesar Rp 1.905 triliun. Target ditingkatkan dari tahun ke tahun dengan harapan
investasi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen. Adapun di 2029 diperkirakan investasi
bisa mencapai Rp 3414 frilun. Oleh karena itu, sepanjang 2025 sampai 2029, total investasi
ditargetkan Rp 13.032 triliun.

Target Realisasi Investasi Provinsi Sumatera Selatan pada Tahun 2025 diperkirakan mencapai 70
triliun

Beberapa investasi yang masuk dari China antara lain di bidang fiberglass, di bidang PET resin,
dan di bidang solar pane!, Selain itu, ada pula joint venture perusahaan China dan Indonesia yang
akan membangun sistem perikanan terintegrasi di daerah Maluku dan di Papua.

Dalam catatan BPS, 74 persen investasi masuk pada bangunan, sedangkan kurang dari 20 persen
pada permesinan, Adapun di negara-negara seperti China, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan
Malaysia, investasi lebih banyak masuk dalam bentuk mesin, untuk industri manufaktur. Jadi bukan
sekadar investasi apa saja tapi yang masuk ke sektor industri manufaktur

10) Penting juga mendesain supaya industri manufaktur dan hilirisasi bisa menciptakan lapangan kerja

lebih banyak. Dengan demikian, peluang kerja mendorong masyarakat memiliki pendapatan lebih
banyak dan bisa mendorong konsumsi domestik. Pada akhirnya, investasi bukan hanya mendorong
sektor produksi tapi juga konsumsi

11) Hilirisasi di sektor pertanian, perikanan, dan perkebunan akan lebih bisa mendorong penciptaan

lapangan kerja lebih banyak kefimbang sektor tambang. Jadi, pemerintah perit mengarahkan
investasi pada sektor-sekior ini. Insentif pun bisa disesuaikan. Terkait investasi portofolio, Faisal
menital, caat ini sudah cukup invcatasi yang masuk di Indonesla, Kebijakan menarik dari

pemerintah bisa meningkatkan investasi portofolio
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12) Pada Tahun 2024target dari BKPM mencapai Rp 64,82 friliun dan tercapai 109,41% dengan
mengandalkan Hilirisasi Komoditas

13) Pengembangan hilirisasi komoditas unggulan di Sumsel masih terbuka. Peluang investasi untuk
masuk sektor itu masih besar, baik oleh investor asing maupun Tanah Air. Termasuk tambahan
modal dalam pengembangan bisnis ke depan. Ada beberapa sektor potensial, namun investasi ke
depan adalah hilirisasi. Salah satu yang sudah masuk adalah pembangunan pabrik CCO (Crude
Coconut Oil) yang masih menunggu ground breaking.

14) investor asal Jepang Green Power Development Corporation of Japan {GPDJ) juga telah
menyatakan kesediaannya untuk bergabung dalam rencana pembangunan pabrik pengolahan
komoditas kelapa menjadi sustainable aviation fuel (SAF) atau bioavtur.

15) Hiliisasi memainkan peran penting dafam meningkatkan investasi di Indonesia. Yang paling
penting, hilirisasi ini memungkinkan kita memiliki produk dengan nilai tambah dan menciptakan
lapangan pekerjaan

Dari pembahasan permasalahan fakior penghambat dan faktor pendorong tersebut diatas,
selanjutnya diidentifikasi isu strategis DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

5 Kebijakan dan komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan regulasi yang bersifat

mempermudah dan mempercepat perizinan/non perizinan melalui prosedur perizinan yang tepat,

efektif dan efisien

Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan penanaman modal yang mengacu

pada Rencana Umum Penanaman Modal Daerah belum guna menyamakan presepsi petaksanaan

A

penanaman modal

» Terbitnya Regulasi Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 31 Tahun 2023 tentang pedoman
dan tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi, dan komitmen
dalam pelaksanaan Pengawasan pelaksanaan implementasi OSS di kab/kota dan investor/caton
investor untuk meningkatkan jumiah investor dan proyek yang bemilai investasi guna meningkatkan
nilai realisasi investasi

» Jenis peluang usaha/proyek yang ditawarkan merupakan peluang usaha inovasi baru yang dapat
menarik minat investor asing dan iokal.

» Promosi investasi yang belum optimal dikarenakan terbatasnya anggaran, dan Sumber Daya
Manusia yang profesional

v

Sebaran Investasi yang belum merata di kab/kota yang ada di provinsi Sumatera Selatan

“?’

Peningkatan kesadaran perusahaan PMA dan PMDN untuk menyampaikan laporan kegiatan
penanaman modal dalam beniuk LKPM yang disampaiakan setiap triwulan
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% Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai kebijakan dibidang penanaman modal, baik dengan pusat
dan dengan daerah (kab/kota);
5 Belum terakomodimya investor yang berminat berinvestasi di bidang infrastruktur pendukung
terutama kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain-lain;
» Masih terbatasnya investor pengembangan investasi di bidang industri hilinsasi;
> Peningkatan kapasitas Kinerja Aparatur penanaman modal untuk mengoptimalkan kinerja PTSP
sehingga mampu memberikan kontribusi dalam mendukung terwujudnya pelayanan perizinan/non
perizinan yang berkualitas,
informasi Potensi Unggulan Daerah belum update sedangkan masyarakat dan dunia usaha
membutuhkan datafinformasi penanaman modal di Sumatera Selatan;
> Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan
daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan KabfKota, yang disebabkan
oleh keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Dagerah masing-masing;
5 Dicabutnya Proyek KEK tanjung Api-Api dari Prioritas Strategis Negara (PSNJ;
» Belum Operasionalnya Kawasan Industri di Tanjung Carat
Investasi merupakan salah satu fokus utama kebijakan pemerintah sebagai variabel penting
dalam meningkatkan perekonomian. Selain itu, semua hal yang berkaitan dengan requlasi investasi
juga harus diberi perhatian khusus sebagai salah satu dari tiga tugas pokok yang terdapat dalam MP3EI
{Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi indonesia) yang telah dicanangkan
oleh Presiden pada tanggal 27 Mei 2011. Dalam hal ini, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang
bertugas mengkoordinasikan investasi penanaman modal terus berupaya memperbaiki kinerja dengan

v

menentukan berbagai langkah strategis, terarah dan terencana.

Konsep perencanaan strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan tidak mengabaikan dalam memberi penekanan pada pentingnya analisis
terhadap kapasitas lembaga dan aparatumya untuk menjawab tantangan lingkungan internal dan
ekstemal yang terus berubah. Secara singkat berbagat situasi yang mempengaruhi kinerja investasi
pada akhirnya menjadi faktor prioritas yang menjadi pertimbangan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan dalam membuat Rencana Strategis lima
tahun ke depan.

Provingi Sumatera Salatan disamping memiliki berbagai keunggulan yaitu petensi dan peluang
usaha juga memiliki berbagai keterbatasan apabila dibandingkan dengan Provinsi lain di Indonesia.

Keterbatasan tersebut antara lain mencakup juas ruang dan lahan yang ferus semakin berkurang,
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kualitas sumber daya manusia untuk mendukung pemanfatan dan eksploitasi sumber daya alam yang

masih terbatas.

Dengan demikian maka pengembangan Investasi perlu diposisikan sebagai vist dan fokus

pembangunan kedepan terlebih bagi Provinsi Sumatera Selatan sebagai Provinsi yang sedang maju
dan berkembang, mandiri dan mampu mengemban peningkatan kualtas dan kesejahteraan seluruh
penduduknya melalui kegiatan Investasi.

Isu-isu strategis di DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan dengan memperhatikan berbagai sudut

pandang yang ada dapat disebutkan sebagai berikut:

v

v
v
v

Isu yang memiliki nilai strategis untuk dilaksanakan

lsu yang sedang dalam proses dan sedang dibicarakan

|su yang secara langsung menyangkut kepentingan PMA ataupun PMDN

sy yang realistis dan logis untuk dibahas sesuai dengan hak, wewenang, dan tanggung jawab
DPMPTSP

Dari berbagal identifikasi beberapa isu maka ditetapkan isu sirategis DPMPTSP antara lain :

1.

Belum optimalnya pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi daerah berbagai kebijakan, baik
antar institusi di pusat dan pusat dengan daerah;

Kurangnya minat investor dalam berinvestasi di bidang infrastruktur  pendukung  seperti
pelabuhan laut, Hilirisasi, kawasan industri, kawasan ekonomi khusus dan lain- lain;

Banyaknya permasalahan yang dihadapi penanaman modal perusahaan PMA/PMON dafam
pelaksanaan kegiatan investasi, khususnya dalam pembebasan lahan dan Sarana Prasarana
yang belum memadai

Masih besarmya jumlah proyek PMA, PMDN dan sudah berproduksi komersial, serta telah habis
masa jangka waktu pelaksanaan proyeknya tetapi belum merealisasikan perizinannya dalam
bentuk izin usaha tetap/ industri dan atau memperpanjang jadwal waktu kegiatan usahanya;
Masih terbatasnya investor untuk pengembangan investasi di bidang industr hilirisasi;

Masih terkonsentrasinya sebaran investasi di Kab/ Kota dan bidang usaha tertentu;

Masih cukup panjangnya proses perizinan investasi meskipun proses perizinan ftelah
menggunakan 0SS RBA, hal ini disebabkan karena DPMPTSP Provinsi Sumsel menerbitkan izin
sesuai dengan verifikasi dari OPD Teknis. SOP waktu dari SKPD Teknis yang berbeda-beda.
Masih rendahnya kewajiban penanaman modal dalam membuat LKPM dibandingkan dengan
besamya jumlah perusahaan PMA/ PMDN di Sumatera Selatan;

Semakin meningkatnya perkembangan realisasi jumlah investasi dan besaran proyek PMA/
PMDN yang berada di Kab/ Kota;
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10. Semakin tingginya kebutuhan publik, masyarakat dan dunia usaha dalam memperoleh data/
informasi penanaman modal di Sumatera Selatan;
11.  Belum optimalnya tata kelola pemerintahan yang baik dan perencanaan program pembangunan

daerah yang sinergis antar pemerintah dan provinsi dengan Kab/ Kota.

IL.4. Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD
lsu untuk RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dengan Visi Indonesia Emas 2045, Negara

Nusantara Berdaulat, maju dan Berkelanjutan. Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

[RKPD] tahun anggaran 2025 tidak terlepas dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto Dan

Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka mengusung visi "Bersama Indonesia

Maju Menuju Indonesia Emas 2045".

Visi tersebut akan diwujudkan dengan 8 Misi yang disebut Asta Cita. Berikut 8 misi yang disebut Asta

Cita antara lain :

1. Memperkokoh ideclogi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM};

2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui
swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan
industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastrukiur,

4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan,
prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan
penyandang disabilitas,;

5. Melanjutkan hifirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri,
Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan narkoba;

8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta
peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Prioritas Daerah Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

Prioritas Pembangunan Daerah Sumsef Tahun 2025 adalah "Penguatan Daya Saing Daerah Menuju
Sumatera Selatan yang Unggu! dan Terdepan”, dengan fokus Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
memiliki 4 {empat) prioritas pembangunan yaitu:

1. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

2. Meningkatkan Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan
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3. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
4, Meningkatkan Reformasi Birokrasi dan Trantibum (Stabilitas daerah)

il.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dibidang urusan penanaman modal masyarakat fidak secara langsung bisa mengusulkan
program dan kegiatan, guna peningkatén pelayanan yang menjadi perhatian adalah perbaikan sarana
dan prasarana kantor, serta memiliki Sumber Daya manusia (SDM) teknis yang professional dan
bertanggung jawab.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan urusan Penanaman Modal telah diatur didatam Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun 2023 Tanggal 23 Juni 2023, yang menjadi
prioritas program Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, dimana didalam program tersebut
banyak terdapat kegiatan dan sub kegiatan teknis yang dapat menunjang Tujuan DPMPTSP yaitu

Meningkatkan Investasi, beberapa Kegiatan yang dianggap strategis dan prioritas antara lain
adalah :

1. Penetapan Pemberian Fasilitas/insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi, Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi,

2. Fasilitasi Rencana Proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur, Fasilitasi Rencana Hilirisasi
Investasi strategi di wilayah provinsi,

3. Kemitraan Usaha Nasional, Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik daerah dalam rangka

Pengembangan Kegiatan Ekonomi dan Penanaman Moda! di Wilayah Provinsi,

Fasilitasi Rencana proyek Penanaman Modal di Bidang Infrastruktur,

Fasilitasi Rencana Hilirisasi Investasi Strategi di Wilayah Provinsi,

Kemitraan Usaha Nasional,

Koordinasi Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dalam Rangka Pengembangan Kegiatan

N o ;g A

Ekonomi dan Penanaman Modal di Wilayah Provinsi,
8. Program Promosi Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
program Pelayanan Penanaman Modal dan Data.
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BAS il
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

(1.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasionai
Visi Misi Presiden Rl Prabowo Gibran

Prabowo-Gibran, dalam kontestasi Pilpres 2024, mengusung visi "Bersama Indonesia Maju Menuju
Indonesia Emas 2045. Menurut Prabowo-Gibran, hanya dengan persatuan, kesatuan, dan bersamaan
bangsa ini bisa mencapai cita<cita Indonesia Emas. Untuk mencapai visi tersebut, Prabowo-Gibran
mencanangkan delapan misi yang disebut ASTACITA. Sesuai dengan namanya, astacita terdiri atas delapan
pokok haluan.

Dirangkum dari buku Visi, Misi, dan Program Prabowo-Gibran, berikut penjeiasan mengenai astacita.

1.

Memperkekoh Ideologi Pancasiia, Demokrasi, Dan Hak Asasi Manusia

Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideoclogi ulama negara
dengan penguatan demokrasi dan penegakan HAM.

Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara Dan Mendorong Kemandirian Bangsa
Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Kreatif, Ekonomi Hijau, Dan Ekonomi Biru
Menurut Prabowo-Gibran, negara yang kuat ialah negara yang memiliki sistem pertahanan keamanan
yang baik serta dapat melindungi dan menjamin kedamaian. Indonesia peru fokus pada swasembada
dalam berbagai sektor krusial, mencakup pangan, energi, air, dan ekonomi kreatif.

Meningkatkan Lapangan Kerja Yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, engembangkan
industri Kreatif, Dan Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur

Prabowo-Gibran memandang bahwa keberlanjutan dan inklusivitas dalam pertumbuhan ekonomi sangat
bergantung pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, termasuk penyediaan pekerjaan yang
layak. Selain itu, inovasi juga dipandang perlu dalam pengembangan industri kreatif nasionat. Dengan
keunikan budaya dan kekayaan sumber daya Indonesia, industri kreatif berpotensi menjadi pendorong
utama roda ekonomi sekafigus memperkuat citra bangsa di mata dunia. Di sisi lain, pembangunan
infrastruktur yang terencana diyakini Prabowo-Gibran dapat memperkuat jaringan dan mobilitas,
sekaligus menawarkan peluang pekerjaan, mendukung pertumbuhan di berbagai sekfor, dan
memastikan kesempatan yang adil bagi setiap warga.

Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan,
Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, Serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, Dan
Penyandang Disabilitas

Pembangunan bangsa yang berkualitas terletak pada kemajuan warganya. Dengan menempatkan
pengembangan sumber daya manusia sebagai prioritas utama, Prabowo-Gibran yakin Indonesia dapat
membangun dasar yang kuat untuk generasi mendatang. Keduanya juga menaruh perhatian terhadap
kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan, generasi muda, serta penyandang disabilitas. Hal ini

semata-mata untuk mengiptakan kehidupan masyarakat yang inklusif.
Atas dasar itu, Prabowo dan Gibran berkomitmen untuk membangun sumber daya manusia yang
berkualitas dari sisi pendidikan dan kesehatan, serta inklusif terhadap perempuan, kaum muda, dan
penyandang disabilitas.

Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nitai tambah di dalam negeri
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Memaksimalkan potensi sumber daya alam untuk kemajuan perekonomian nasional dan rakyat
merupakan fokus Prabowo-Gibran, Hilirisasi dan industrialisasi dipilih menjadi satah satu cara dalam
pemaksimalan tersebut,

Melalui hilirisasi dan industrialisasi, Indonesia dapat mengonversi komoditas dasar menjadi produk
berdaya saing tinggi. Tidak hanya itu, cara ini juga dapat menciptakan lebih banyak pekerjaan
berkualitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi domestik

Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan
kemiskinan

Dalam 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran ingin menjaga keseimbangan pengembangan di sefiap
wilayah yang dimulai dari komunitas desa. Peran esensial komunitas desa akan dimanfaatkan sebagai
pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Tidak hanya dalam bentuk infrastruktur fisik, membangun dari desa juga dilakukan dalam bentuk
pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan kemudahan
akses ke berbagai sumber daya.

Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan
pemberantasan korupsi dan narkcba

Korupsi dan narkoba perlu dicegah dan ditanggulangi dengan kebijakan yang kuat dan konsisten. Oleh
sebab itu, Prabowo-Gibran bertekad untuk melakukan reformasi sistem politik, hukum, dan birokrasi.
Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya,
serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan
makmur

Selama 5 tahun ke depan, Prabowo-Gibran berjanji untuk memberikan jaminan keamanan beribadah,
pengutamaan fingkungan alam, dan melestarikan budaya.

Tabel 111
Isu Strategis RPJP 2025 - 2045

lsu Strategi Global | Isu Strategis Nasional | su Strategis Regional | 'SV Strategis KLHS RPJPD
2025-2045
isu Penguatan mitigasi | Isu Penguatan {su Penurunan Kualitas Belum optimalnya pengelolaan
terhadap entisi gas pertumbuhan ekonomi | Lingkungan Hidup sumber daya air berkelanjutan
rumah kaca yang berkelanjutan

isu Eksploitasi sumber
daya alam yang
berlebihan dan tidak
berkelanjutan

Isu Pengembangan dan
penarapan teknologi
ramah lingkungan

'su Dampak perubahan
iklim

lsu Mendorong
perkembangan teknologi
baru

Isu Penguatan mitigasi
terhadap perubahan
iklim

Isu Peningkatan kualitas
demokrasi

lsu Rendahnya Kualitas
Sumber Daya Manusia

isu Tingginya Tingkat
Kemiskinan

isu Ketahanan Pangan

Alih fungsi lahan dan gambut

Belum optimalnya upaya
mitigasi dan adaptasi
perubahan iklim, terutama
dalam mengatasi kerentanan
perempuan dan anak-anak
Perempuan

Tata kelola perikanan, pesisir
dan pulau-pulau kecil

Kerentanan pangan
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Isu Polusi udara, air,
dan tanah

Isu Penguatan
kerjasama infernasional

Isu Penguatan terhadap
pendidikan lingkungan

Isu Penguatan
kesetaraan gender

Isu Penguatan nitai-nilai
budaya

Isu Peningkatan dan
penguatan akses
layanan kesehatan yang
berkualitas di daerah

isu Peningkatan dan
penguatan akses
layanan pendidikan
yang berkualitas di
daerah

isu Penguatan dan
pengendalian terhadap
kesenjangan gender

Isu Bonus demografi

isu Penguatan nilai-nilai
budaya yang
mendukung pelestarian
lingkungan

tsu Transformasi Ekonomi
dan Trangisi Energi
Berkeadilan

Isu Pemerataan dan
Kesenjangan Antarwilayah

isu Rendahnya Kapasitas
Fiskal Daerah Dalam
Mendorong Pengembangan
Wilayah

isu Reformasi Birokrasi

Ancaman keanekaragaman
hayafi

Polusi dan kerusakan
lingkungan

Pembahasan Rancangan RKPD, dilaksanakan dalam rangka menyepakati:
a. Menyepakati permasalahan pembangunan Daerah:
b. Menyepakati prioritas pembangunan Daerah;

C. Menyepakati arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota flingkup provinsi;

d. Menyepakati program, kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;

e. Penyelarasan program dan kegiatan pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas

pembangunan nasional; dan

f. Klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan provinsi dengan program dan

kegiatan

kabupaten/kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kabupaten/kota.

Tujuan Pembangunan Daerah
Sesuai Pasal 258 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
Daerah melaksanakan pembangunan untuk:

1. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat

U

Peningkatan dan Pemerataan Kesempatan Kerja

Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha

Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Pubiik
Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Daerah
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3. Peningkatan dan Pemerataan Lapangan Berusaha

4, Peningkatan dan Pemerataan Akses dan Kualitas Pelayanan Publik

5. Peningkatan dan Pemerataan Daya Saing Dagerah
Pembangunan Daerah Merupakan perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan
ke Daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang meliputi ;

1.

Sikronisasi

Perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, satah
satunya anfara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB) Mdn dengan Mppn.

Konsistensi

direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah (ada) dasar perencanaannya. Tidak
boleh lagi ada program/kegiatan yang ada dalam dokumen APBD namun tidak ada dalam RKPD (dan juga
sebaliknya).

Pasal 20 Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 RTRW menjadi Pedoman untuk penyusunan RPJPN dan
RPJMN.

HASIL ANALISA TEKNORATIK TAHUN 2025

Vist

. Indonesia Emas 2045 menargetkan pendapatan Indonesia per kapita mencapai USD 30.300,
kemiskinan nol persen dan ketimpangan berkurang, menjadi 15 besar Global Power Index, mencapai
Indeks Pembangunan Manusia 0,73, serta menurunkan intensitas emisi gas rumah

kaca menuju net zero emission. Sebagai penentu capaian tersebut, RPJMN 2025-2029 disusun dengan
pendekatan science-based policy dan kerangka berpikir ilmiah. “Penyusunan kebijakan ke depan benar-
benar menggunakan gaya Kementerian PPN/Bappenas. Ketika menyerahkan data, menyerahkan
angka, itu harus punya argumentasi yang kuat yang bisa dibuktikan. RPUPN 2025-2045 yang
mengandung substansi 5 sasaran, 17 arah pembangunan, dan 45 indikator yang mencakup 20 upaya
super prioritas untuk tahapan 2025-2029.

Penyusunan Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN}
2025-2029 yang digelar 22-24 November 2023, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa
mengingatkan seluruh ASN Kementerian PPN/Bappenas untuk merencanakan pembangunan nasional
dengan menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS). Kementerian
PPN/Bappenas tengah fokus menyusun strategi pembangunan transformatif dan agenda pembangunan.
Salah satu prioritas pembahasan raker adalah penajaman arah kebijakan kewilayahan dan dukungan
sarana prasarana, sebagai respons atas hasil evaluasi yang menyatakan bahwa secara rata-rata, dua
per tiga kebijakan daerah masih belum sesuai dengan perencanaan pusat. Sebagai upaya memastikan
kesinambungan perencanaan dan pelaksanaan di wilayah serta dukungan sarana prasarana tersebut,

Kementerian PPN/Bappenas menerapkan Manajemen Risiko Pembangunan Nasional sebagai amanat
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dari Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional.
“Risk appetite itu harus kita tentukan. Risiko itu semakin besar ketika uncertainty domain juga semakin
besar, maka kita harus mengecilkannya dengan memperbanyak data dan informasi di isu yang kita
tentukan risikonya. Kebijakan dan intervensi pembangunan wilayah serta penajaman pembangunan
transformatif menjadi landasan bagi penyusunan RPJMN 2025-2029, dokumen perencanaan
pembangunan yang menjadi bagian penting dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
2025-2045 yang mengusung visi Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan. Sebagai upaya
pelibatan publik, Kementerian PPN/Bappenas melaksanakan Konsultasi Publik Rancangan Teknokratik
RPJMN 2025-2029.

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 yang dilaksanakan pada Selasa, 2 April 2024 di Bafiroom
Novotel Palembang dibuka langsung oleh Pj. Gubemur Sumatera Selatan Bapak Dr. Drs. Agus Fatoni,
M.Si.

Pj. Gubemur Sumatera Selatan mengatakan bahwa Visi Indonesia 2045 sebagai NEGARA
NUSANTARA BERDAULAT, MAJU, DAN BERKELANJUTAN, harus kita dukung sesuai dengan kondisi
dan potensi daerah masing-masing. Selaras dengan Visi RPJPN tersebut, maka Visi

RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2045 adalah Sumatera Selatan Maju, Terdepan, dan
Berkelanjutan dengan tagline Sumsel MAPAN 2045. Dalam mencapai Visi tersebut, langkah reformasi
saja tidak cukup, kita harus melakukan transformasi total mulai dari transformais sosial, ekonomi dan

tata Kelola yang sefanjutnya dijabarkan ke dalam Tabe! seperti sebagai berikut :

41



Rencans Kegja DPMP TSP Provinsi Sumsel 2025

Tabel Hi. 2
8 Misi, 17 Arah Pembangunan dan Sasaran Pokok, dengan 45 Indikator Utama Pembangunan
No Misi Arah Pembangunan dan Indikator Utama
Sasaran Pokok Pembangunan

10

1"

12.

13.

14.

15.

- Mewujudkan Transformasi Sosial
Menuju Sumber Daya Manusia
Berkarakter dan Berdaya Saing

Mewujudkan Transformasi Ekonomi
Menuju Pusat Pertumbuhan
* Ekonomi

| Mewujudkan Transformasi Tata
Kelola Berkualitas

J Memantapkan Ketahanan Daerah

! Tangguh, Berkualitas &

[ Berkelanjutan

! Meningkatkan Infrastruktur dan

* Pelayanan Dasar yang Berkuslitas
dan Ramah Lingkungan

Mewujudkan Ketahanan Sosial,
Budaya, dan Ek

Menguatkan Kemandirian dan
Inovasi Pembiayaan Pembangunan

Mewujudkan Pemerataan Antar
Dasrah dan pengembangan Pusat-
pusat Pertumbuhan

Terwujudnya Peningkatan
Kesehatan Untuk Semua

Terwujudnya Peningkatan
Pendidikan Berkualitas

Terwujudnya Perlindungan
Sosial yang adaptif

Terwujudnya Pengembangan
tnovasi dan Produktivitas
Ekonomi

Terwujudnya Penerapan
Ekonomi Hijau

Terwujudnya Transformasi
Digital

Terwujudnya Integrasi
Ekonomi Domestik dan
Regional

Terwujudnya Perkotaan dan
Perdesaan sabagai pusat
pertumbuhan

Terwujudnya Regulasi dan
tata kefola yang berintegritas
dan adaptif

Terwujudnya Keamanan
daerah, dan Kualitas
Demaokrasi

Terwujudnya Stabilitas
Ekonomi Makro yang baik

Terwujudnya Ketangguhan
Daerah

Terwujudnya Toleransi dan
Berkebudayaan Maju

Terwujudnya Keluarga
berkuslitas, kesetaraan
gender, dan masyarakat
inklusif

Terwujudnya Lingkungan
Hidup Berkualitas

Usia Harapan Hidup (tahun)

Kesehatan |bu dan Anak

Insidensi Turberkolis (per
100.000 penduduk)

Cakupan kepesertaan
jaminan Kesehatan Nasional
(%)

Hasit permbelajaran

Angka partisipasi kasar (APK)
Pendidikan tinggi (%}

Proporsi pekerjaan lulusan
pendidikan menengah dan
tinggi yang bekerja dibidang
keahlian menengah tinggi (%)

Tingkat kemiskinan (%)

Cakupan kepssertaan
jaminan sosial
ketenagakerjaan (%)

Persontasi penyandang
disabilitas bekerja di sektor
formal (%)

Rasio PDOB industri
pengotahan (%)

Pengembangan Pariwisata

Proporsi PDB Ekonomi
Kreatif (%)

Produktivitas UMKM,
Koperasi, BUMN

Tingkat pengangguran
terbuka (%)

Tingkat partisipasi Angkatan
kerja perempuan (%
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16. Terwujudnya Berkatahanan Tingkat penguasaan [PTEK
Energi, Air dan Kemandiran
Pangan
17. Terwujudnya Resiliensi Tingkat penerapan ekonomi
terhadap bencana dan hijau
perubahan iklim
18, Indeks daya saing digital
ditingkat global (peringkat)
19. Biaya logistic (% PDB)
20. Pembentukan modal tetap
bruto (% PDB)
21 Ekepor barang dan jasa (%
PDB)
22, Kota dan Desa maju, inklusif,
dan berkeianjutan
23 indeks materi hukum
24, Indeks sistern pamerintahan
berbasis elektronik
pis) Indeks pelayanan publik
8. Anti Korupsi
27, indeks permbangunan hukum
28. Proporsi penduduk yang
mefasa aman berjalan
sendirian di area tempat
linggaliya (%)
29, Indeks demokrasi Indonesia
30. Rasic pajak terhadap POB
(%)
31. Tingkat inflasi {%)
Pendalaman/intermediagi
32. sekior keuangan
33. [ Inklusi keuangan (%)
|
| Asia Power Index (Diplomatic
34. Influsncer)
35. Asia Power Index (Military
i Capability)
i
J6. 1’ Indeks Pembangunan
l Kebudayaan (IPK )
37 Indeks Kerukunan Umat
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5 Beragama (IKUB)
Indeks Pembangunan
Kualitas Keluarga
39.
Indeks Ketimpangan Gender
(IKG)
40.
Indeks Pengelolaan
" Keanekaragaman Hayati
B Kualitas Lingkungan Hidup
Ketahanan energi, air, dan
angan
™ pang
Proporsi kerugian ekonomi
langsung akibat bencana
44, relatif terhadap PDB (%)
Presentasi penurunan emisi
45, , GRK (%)
Tabel 111.3
Realisasi dan proyeksi Penanaman Modal Bappenas 2010 - 2024
Realisasi Target
Rincian
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Pertumbuhan PDB
(%) 4.9 5.0 5 5.2 5.3 54 55 57 5,9 6,1
Pertumbuhan PMTB
(%) 5.0 4.5 6.2 7.0 7.2 74 7.6 7.9 8,2 84
Kebutuhan Investasi
(Rp Triliun) 39262 41991 45451 5069.8 55720 61453 67758 75155 83655 9326,9
Share PMA PMDN
thd kebutuhan
investasi (%) 13.9 146  15.2 14.8 14.9 149 150 151 115 BL
Realisasi PMA PMDN
{Rp Triliun) 545.4 6129 6928 750.0(a) 830.0 (b) 9154 10147 11315 12662 1419,2
Share PMDN (%) 329 353 378 316 389 399 409 419 429 439
Share Sektor
Sekunder (%) 433 548 396 434 434 444 454 479 504 529
Keterangan:

{a) Realisasi diperkirakan turun dari target 2018 sebesar Rp765 triliun karena aplikasi pencatatan realisasi investasi di

sistem 0SS yang belum maksimal
(b) Batas bawah target 2019
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.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Gambar 1.1
Arah Kebijakan Tahap Keempat RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

m Memantapkan pertumbuhan
g ekonomi dan menegaskan
= arah pembangunan ekonomi

v “ Memantapkan kemandirian
ﬁh Py dan kesejahteraan
M REaE masyarakat

i rpemn

5 Pembangunan pemermtahan
yang adil, jujur, bersih, dan
bertanggung jawab

pédé
sumberdaya

beronentam
pema nfaatan ?

Dari hasil analisis visi dan misi RPJPD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2005-2025, arah kebijakan dan
sasaran pokok periode ke-IV dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan, serta memerhatikan isu strategis krusial
di Provinsi Sumatera Selatan, maka dirumuskan Tujuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan sebagai
berikut :
Berdasarkan pada tabel indikator Tujuan RPD Provinsi Sumatera Selatan, maka penjelasan masing-masing
tujuan dan ditetapkan sasaran pembangunan pada setiap tujuan yaitu:
1. Meningkatnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi
Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:
a) Meningkatnya perekonomian sektor unggulan
b) Meningkatnya ekosistem inovasi
¢) Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor wisata
d) Meningkatnya kontribusi sektor koperasi dan UKM
e) Meningkatnya pertumbuhan nilai ekspor daerah
f) Terkendalinya laju inflasi daerah
g) Meningkatnya investasi daerah
h) Meningkatnya perekonomian desa
2. Menjadikan pemerataan pendapatan dan pengurangan kemiskinan
Tujuan ini memiliki rumusan sasaran sebagai berikut:

a) Menurunnya tingkat pengangguran
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b) Meningkatnya pendapatan rumah tangga
c) Pengurangan beban rumah tangga miskin
3. Meningkatkan perluasan akses dan kesempatan terhadap pelayanan pendidikan dan kesehatan
Tuiuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut |
a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
b) Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan daerah
4. Meningkatnya pelestarian lingkungan dan menurunkan risiko bencana.
Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagai berikut:
a) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup daerah
b} Meningkatnya kualitas penanganan kebencanaan daerah
5. Peningkatan tata kelola pemerintahan
Tujuan ini memiliki sasaran yang dirumuskan sebagat berikut:
a) Meningkatnya akuntabiitas kinerja dan keuangan Pemerintah Daerah
b) Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik
¢) Meningkatnya kapabilitas birokrasi

Tabet iit.
Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan
DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

Tui s Indikat Sat Kondisi Target RPD Target |
ujuan asaran ndikator uan | Awal Akhir
2021 2024 | 2025 | 2026 2028
Meningkatnya
pertumbuhan dan
perkembangan ekonomi
Meningkatnya Persentase % 7 8 8 8 5,00
investasi daerah | peningkatan
investasi
Peningkatan tata kelola
pemerintahan
Meningkatnya Nilai SAKIP Nilai A A A A A
akuntabilitas
kinerja dan
keuangan OPD
Meningkatnya Indeks indeks A A A A A
Kuaings Repuasan
pelayanan publk | Masyarakat
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Tabel IS
Keterkaitan IKU Daerah dengan IKU OPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 -2026
Indikator | Indikator Bidang
Tujuan sasaran Indikator Tujuan Sasaran | Penanggung | Ket
OPD OPD Jawab
Meningkatnya | Meningkatnya | Persentase | Persentase | Indeks Dinas
pertumbuhan | investasi peningkatan | pertumbuhan | kepuasan | Penanaman
dan daerah investasi nilai masyarakat ; Modal dan
perkembangan investasi terhadap Pelayanan
ekonomi pelayanan | Terpadu
perizinan Satu  Pintu
dan  non | (Bidang
perizinan Dalak)
Peningkatan Meningkatnya | Nilai SAKIP | Persentase | Persentase | Dinas
tata kelola akuntabilitas kesesuaian | Pemenuhan | Penanaman
pemerintahan | kinerja dan sasaran Layanan Modal dan
keuangan antar Kinerja Pelayanan
; Pemerintah dokumen Perangkat | Terpadu
| Daerah perencanaan | Daerah Satu Pintu
Indeks Rata-rata Dinas
Kepuasan lama Penanaman
Masyarakat | pengurusan | Modal dan
terhadap dokumen Pelayanan
Layanan perfjinan Terpadu
Perijinan usaha Satu Pintu
Penanaman (Bidang
Modal PTSP)
Tabel I1l.6
Rumus IKU DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 -2026
Tujuan Sasaran Indikator | Satuan Definisi Rumus
Operasional
Meningkatnya pertumbuhan
dan perkembangan ekonomi
Meningkatnya | Persentase % Pertumbuhan Wit mysseas, - Wt e
investasi peningkatan investasi dilihat e, oSt '
daerah investas dari t= tahun berjalan
pertumbuhan t-1= tahirn sebelumnya
tahun sekarang
yang
dibandingkan
dengan tahun
sebelumnya
yang merupakan
akumulasi  dari
PMA dan PMDN
Peningkatan tata kelola
pemerintahan
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Meningkatnya | Nilai SAKIP | Nilai | SAKIP adalah EEm————
akuntabilitas Sistem (O o ssx ) e% o
kineﬂ'a dan Akuntablhtas & 5%  125% 75%  25%
keuangan Kineria Instansi | | g ' on  an
Daerah yang % 5% 1 20

merupakan

integrasi dari

sistem

perencanaan,

sistem

penganggaran

dan sistem

pelaporan

kinerja, yang

selaras

dengan

pelaksanaan

sistem

akuntabilitas

keuangan
Meningkatnya | Indeks Indeks | Indeks f;ggdm " 5 e
kualitas Kepuasan Kepuasam Total Unsljlr?aﬁg'?se’;iss‘i Y i
pelayanan Masyarakat Masyarakat <
publik adalah nilai Bobo i atata Tertibang =

komposit hasil D a7k ity

survei Untuk memudahkan interpretasi terhadap

penifaian KM
kepuasaﬂ yaitu antara 25 - 100 maka hasil penilaian
i tersebut diatas
mqsyarakat dari dikonversiken dengan nilai dasar 25,
unit dengan rumus sebagai

pelayanan publik
yang merupakan
nilai rerata dari
setiap unsur
pelayanan
dikalikan dengan
penimbang yang

sama

berikut: IKM Unit Pelayanan x 25

U s
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Tabel 1il.7
Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah
Provinsi Sumatera Sefatan Tahun 2024 - 2026

Tujuan Sasaran Strategi

Tujuan 1. Meningkatnya pertumbuhan
dan
perkembangan ekonomi

Sasaran 7 Meningkatnya 2 Peningkatan
. . kondusivitag
investasi daerah perekonomian
wilayah
Tujuan 5. Peningkatan tata kelola
pemerintahan
" Sasaran 17 Meningkatnya 9 | Percepatan Reformasi

akuntabilitas Birokrasi Pemerintah
kinerja dan keuangan Sumatera selatan

Pemerintah Daerah

Sasaran 18 Meningkatnya kualitas
Pelayanan Publik

.3

Strategi dan Kebijakan Renja Perangkat Daerah

Adapun tiga pilar yang menjadi indikator dalam konsep pengembangan SDGs yaitu: {1) indikator yang melekat
pada pembangunan manusia (Human Development), di antaranya: pendidikan dan kesehatan; (2) Indikator

yang melekat pada lingkungan sosialnya (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan

prasarana lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, dan (3) indikator yang melekat pada lingkungan yang lebih

besar {Environmental Development)

Secara Global terdapat 17 Goals yang mesti dicapai hingga 2030, yaitu:

1.
2.

© ® N > o

Mengentaskan kemiskinan dari segala bidang;

Pengentasan kelaparan, mencapai ketahanan pangan, dan peningkatan nutrisi dan mempromosikan
pertanian yang berketanjutan,

Memastikan tingkat kesehatan dan usia hidup, untuk semua usia;

Memastikan kesamaan kualitas pendidikan dan mempromosikan peluang pembelajaran untuk semua
pihak;

Mencapai kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dan anak;

Memastikan keberadaan dan keberlanjutan pengelolaan air dan sanitasi untuk semua;

Memastikan akses, daya dukung, dan keberfanjutan energi untuk semua;

Mendukung keberianjutan pertumbuhan ekonomi, pekerja yang produktif untuk semua pihak;
Membangun infrastruktur yang memiliki refiansi dan mendukung industrialisasi yang berkelanjutan,

keterbukaan serta mendukung inovasi;
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11. Membentuk kota dan pemukiman masyarakat, aman, kuat dan berkelanjutan;

12. Memastikan keberianjutan konsumsi dan pola-pola produksi;

13. Beraksi dalam mencegah perubahan iklim dan dampaknya;

14. Konservasi dan sumberdaya laut, samudera dan pantai untuk pembangunan berkefanjutan;

15. Melindungi, mengembalikan dan mendorong pemanfaatan ekosistem terestrial secara berkelanjutan,
pengelolaan hutan secara berkelanjutan, mencegah/menghentikan penggurunan, mencegah degradasi
dan hilangnya keragaman hayati;

16, Mendukung perdamaian dan keterbukaan masyarakat untuk mendukung pembangunan berkelanjutan,
dapat dipertanggungjawabkan serta kelembagaan yang terbuka pada setiap level; dan

17. Penguatan implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan

ISU STRATEGIS NASIONAL

permasalahan dan isu strategis nasional yang menjadi prioritas untuk ditangani dalam lima tahun ke depan,

termasuk dalam penyelarasan dengan sasaran-sasaran

pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPN maka untuk memajukan Negara indonesia ke depan

ditetapkan visi RPJMN Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong

Royong”

Upaya untuk mewujudkan Visi tersebut ditempuh melalui 9 {(sembilan) misi sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya

7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka Negara kesatuan

penyusunan RPD Tahun 2024-2026 selain memuat fujuan, sasaran dan program prioritas Provinsi Sumatera

Selatan, juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi:

“Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025".

Dua kata utama yang membangun visi tersebut adalah "Unggul” dan "Terdepan”. Unggul dimaknai sebagai

suatu kondisi yang memiliki daya saing yang dapat dibandingkan dengan ukuran kompetitif
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fertentu sedangkan terdepan dimaknai sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju, dan
pelopor dan pemimpin keberhasilan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab
dan berkelanjutan dibandingan daerah lain. Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Provinsi
Surnatera Selatan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:
(1) Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional;
(2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan
yang berkelanjutan;
(3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas;
(4) Meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan.
pembangunan lima tahun yang akan datang. Kelima arahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Pembangunan SDM
Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan
teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.
2. Pembangunan Infrastruktur
Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan
distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat
peningkatan nitai tambah perekonomian rakyat.
3. Penyederhanaan Regulasi
Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2
undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.
4. Penyederhanaan Birokrasi
Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang
panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.
5. Transformasi Ekonomi
Melakukan fransformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa
modem yang mempunyai nifai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh
rakyat Indonesia.
Kemudian, kelima arahan tersebut diimplementasikan dalam 7 (tujuh)
agenda pembangunan, yakni:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
Pembangunan ekonomi akan dipacu untuk tumbuh lebih tinggi, inklusif dan berdaya saing melalui.
a. Pengelolaan sumber daya ekonomi yang mencakup pemenuhan pangan dan pertanian seria
pengelolaan kemaritiman, kelautan dan perikanan, sumber daya air, sumber daya energi, serta
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b. kehutanan; dan
b. Akselerasi peningkatan nilai tambah pertanian dan perikanan, kemaritiman, energi, industri, pariwisata,
serta ekonomi kreatif dan digital.
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
Pengembangan wilayah yang mampu menciptakan berkelanjutan dan inklusif metalui:
a. Pengembangan sektor/komaditas/kegiatan unggulan daerah;
b. Penyebaran pusat-pusatpertumbuhan ke wilayah yang befum berkembang;
c. Penguatan kemampuan SDM dan IPTEK berbasis keunggulan wilayah:
d. Peningkatan infrastruktur dan pelayanan dasar secara merata; dan
e. Peningkatan daya dukung lingkungan serta ketahanan bencana dan perubahan iklim.
. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
Peningkatan kualitas dan daya saing SDM yaitu manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil,
dan berkarakter, melatui:
a. Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
b. Penguatan pelaksanaan perlindungan sosial;
¢. Peningkatan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta;
d. Peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas:
€. Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
{. Pengentasan kemiskinan; dan
g. Peningkatan produktivitas dan daya saing.
. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan dilaksanakan secara terpadu melalui:
a. Revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila; .
b. Pemajuan dan pelestarian kebudayaan;
¢. Moderasi beragama; dan
d. Penguatan budaya literasi, inovasi, dan kreativitas.
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Penguatan infrastruktur tersebut difakukan melalui:
a. Pembangunan infrastruktur pelayanan dasar;
b. Pembangunan konektivitas multimoda untuk mendukung pertumbuhan ekonomi;
¢. Pembangunan infrastruktur perkotaan;
d. Pembangunan energi dan ketenagalistrikan; dan
e. Pembangunan dan pemanfaatan infrastruktur TIK untuk transformasi digital.
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan 1klim
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Pembangunan lingkungan hidup, serta peningkatan ketahanan bencana dan perubahan iklim

diarahkan melalui:

a. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

b. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Perubahan lkiim; dan

¢. Pembangunan Rendah Karbon.

7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik Penguatan stabilitas
polhukhankam dan transformasi pelayanan public dilakukan melalui:

a. Reformasi kelembagaan birokrasi untuk pelayanan publik berkualitas;

b. Penataan kapasitas lembaga demokrasi, penguatan kesetaraan dan kebebasan;

¢.Perbaikan system peradilan, penataan regulasi dan tata kelola keamanan siber;

d. Peningkatan akses terhadap keadilan dan sistem anti korupsi;

e. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI di luar negeri; dan

f. Peningkatan rasa aman, penguatan kemampuan periahanan dan Industri Pertahanan.

Pembangunan wilayah Sumatera tahun 2020-2024 diarahkan untuk menjadi salah satu lumbung pangan
nasional dan komoditas pertanian bernilai ekonomis tinggi, dan sekaligus memantapkan hilirisasi pertanian,
perkebunan, perikanan, dan peternakan dengan industri pengolahan berbasis sumber daya lokal. Prioritas
pembangunan Wilayah Sumatera tahun 2020-2024 akan mengutamakan pemerataan, pertumbuhan,
pelaksanaan ofonomi daerah, penguatan konekfivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana.

Pembangunan wilayah Sumatera akan dilakukan pada koridor pertumbuhan dan pemerataan dimana
Provinsi Sumatera Selatan termasuk pada Koridor Pertumbuhan. Selanjutnya terdapat 11 Kabupaten/Kota
yang difokuskan untuk dikembangkan sebagai Koridor pertumbuhan yaitu: Kabupaten Musi Banyuasin,
Kabupaten Banyuasin, Kota Palembang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Kabupaten Ogan Hilir, Kabupaten
Muara Enim, Kota Prabumuih, Kabupaten Empat Lawang, Kabupaten Lahat, Kabupaten Musi Rawas, Kota
Lubuk Linggau. Pengembangan komoditas unggulan di Wilayah Sumatera, khususnya Sumatera Selatan akan
difokuskan pada komoditas kopi, karet, tebu, kelapa sawit, lada, pala, cengkeh, perikanan tangkap dan
budidaya, batubara, minyak bumi, dan gas bumi. penyusunan RPD Tahun 2024-2026 selain memuat tujuan,
sasaran dan program prioritas Provinsi Sumatera Selatan, juga berpedoman pada RPJPD Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2005-2025 yang memiliki Visi: “Sumatera Selatan Unggul dan Terdepan Tahun 2025”. Dua kata
utama yang membangun visi tersebut adalah "Unggul” dan "Terdepan”. Unggul dimaknai sebagai suatu
kondisi yang memifiki daya saing yang dapat dibandingkan dengan ukuran kompetitif tertentu sedangkan
terdepan dimaknal sebagai suatu kondisi dimana mampu bersaing, paling maju, dan pelopor dan pemimpin
keberhasilan periumbuhan dan pemerataan pembangunan yang bertanggung jawab dan
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berkelanjutan dibandingan daerah lain.
Dalam upaya mewujudkan visi tersebut, dirumuskan misi Provinsi
Sumatera Sefatan Tahun 2005-2025 sebagai berikut:

(1) Menjadikan Sumatera Selatan sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi regional;

(2) Meningkatkan pemanfaatan potensi sumber daya alam guna penyediaan sumber energi dan pangan

yang berkelanjutan; ‘

(3) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berkualitas;

(4) Meningkatkan kapasitas manajemen kepemerintahan.

RPD Provinsi Sumatera Selatan merupakan bagian dari tahap keempat

atau tahap terakhir dari RPJPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2005-2025 sehingga menjadi penentu dalam

pencapaian target yang dicanangkan dengan prioritas pembangunan yang menyeluruh di semua bidang.

Adapun arah kebijakan pembangunan daerah yang diamanatkan dalam RPJPD Provinsi Sumatera Selatan

Tahun 2005-2025 untuk tahap keempat pembangunan jangka menengah daerah adalah untuk memantapkan

perwujudan masyarakat Sumatera Selatan yang mandiri, maju, sejahtera, lestari, unggul, dan terdepan melalui

akselerasi pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan pada terbangunnya struktur kehidupan

sosial budaya dan ekonomi masyarakat Sumatera Selatan yang kokoh beriandaskan keunggulan kompetitif di

berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, yang

dilaksanakan melingkupi beberapa tahapan sebagai berikut:

Memantapkan pertumbuhan ekonomi dan menegaskan arah pembangunan ekonomi dengan prioritas pada:

o Pemantapan laju pertumbuhan ekonomi daerah di atas 6,5 persen per tahun melalui pemantapan
produktivitas sekior pertanian dalam arti luas, pertambangan, dan pariwisata dengan menciptakan
integrasi antar dan inter sektor.

o Pemantapan struktur ekonomi primer yang didukung oleh sector sekunder dan sektor tersier melalui
penguatan dan pemantapan nilai tambah sektor primer yang berbasis industri, pemantapan bidang
industri, dan pemantapan bidang jasa yang potensial.

o Pemantapan sekior-sektor unggulan daerah melalui penguatan dan pemantapan sektor-sektor baru yang
berpotensi dan memiliki nilai tambah.

o Penguatan Surplus Neraca Perdagangan Daerah melalui penguatan investasi dan daya saing, penguatan
ekspor komoditi unggulan vang lebih berkualitas, dan penurunan jumiah impor yang digantikan dengan
produk berbasis lokal.

o Penurunan Angka Pengangguran Terbuka hingga bisa mencapai di bawah 10%, melalui penguatan dan
pemantapan investasi yang mampu menyerap tenaga kerja yang lebih besar dan
Padat karya
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Penurunan Angka Kemiskinan dan Angka Kesenjangan Pendapatan melalui pemantapan kemampuan
dan keahlian penduduk miskin, pengembangan kesempatan bekerja dan berusaha, dan percepatan
pertumbuhan sektor riil (UMKM) yang mencapai 33.000 unit usaha baru,

Pemantapan kualitas sumberdaya manusia melalui penguatan dan pemantapan pefayanan pendidikan,
kesehatan, dan peningkatan daya beli. Memantapkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat,
dengan prioritas pada:

Pemantapan kualitas dan pelayanan pendidikan melalui penguatan dan pemantapan guru yang
bersertifikasi, penguatan dan pemantapan pelayanan, fasilitas, dan jumiah sekolah dan guru, dan
pengembangan kesempatan belajar dan bersekolah yang disettai dengan alokasi anggaran
pembangunan sekurang-kurangnya 20 persen.

Pemantapan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pengembangan kesempatan dan
pemantapan akses terhadap informasi dan teknologi, pemantapan lembaga penelitian, dan penguatan
dan pemantapan hasil dan implementasi penelitian.

Pemantapan derajat kesehatan masyarakat melalui pengembangan pemeriksaan dan pelayanan ibu dan
bayi, pemantapan fasilitas melahirkan, dan pemantapan ketersediaan paramedis beserta sarana
kesehatannya.

Pemantapan kualitas permukiman dan perumahan melalui penguatan penyediaan perumahan sehat
sederhana beserta sarana air bersih dan drainase serfa air limbah yang memenuhi standar, dan
pengurangan kawasan kumuh.

Pemantapan pembangunan kesejahteraan sosial melalui pemantapan peran gender, penguatan
penjaminan perlindungan perdagangan anak dan pekerja anak, penguatan aktivitas keagamaan,
kebudayaan, seni dan budaya lokal, kepemudaan, dan olahraga berikut pemantapan sarana dan
prasarananya, dan pemantapan jaringan KB, akses pelayanan sosial dasar bagi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) dan Komunitas Adat Terpencil (KAT), serta penguatan UMR, perlindungan
terhadap tenaga kerja informal, hubungan industrial buruh, pengusaha dan pemerintah

isu strategis

pada pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Selatan periode pembangunan 2024-2026

dijabarkan sebagai berikut:;

1

S

Penguatan Ekonomi Didukung infrastruktur Yang Handal

Akselerasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Stunting

SDM Sehat, Mandiri, dan Berdaya Saing

Pembangunan Berkelanjutan dan Efisiensi Sumber Daya

Transformasi Pelayanan Publik pada Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

55



Rencana Kerfa DEMPTSP Provinsi Sumsel 2025

Prioritas Provinsi Sumatera Selatan dalam menjalankan kepemerintahan daerah adalah meningkatkan kualitas
tata kelola pemerintahan meliputi kapabilitas, integritas, akuntabilitas, ketaatan pada hukum, kredibilitas dan
transparansi. Langkah utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas di Provinsi

Sumatera Selatan adalah melalui penciptaan struktur pemerintah yang efisien, peningkatan kapasitas aparatur
dan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan yang lebih baik dengan memegang komitmen dalam

melaksanakan reformasi birokrasi di setiap jenjang dan struktur organisasi pemerintah daerah.

Fokus reformasi birokrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui peningkatan
pelayanan publik dengan penguatan sistem dan akses pelayanan berbasis teknologi informasi yang terpadu

yang memungkinkan penyediaan pelayanan yang cepat, mudah, murah, terjangkau, inklusif dan berkualitas.

Selain itu, pengembangan kapasitas Aparatur Sipil Negara {ASN) dan perbaikan manajemen (struktur)

pemerintah daerah secara efektif dan efisien menjadi dukungan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik. Peningkatan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan sangat membantu masyarakat dafam

mendapatkan layanan yang maksimal. Namun peru juga dilakukan pembinaan dan edukasi kepada

masyarakat terkait penggunaan teknologi informasi tersebut sehingga tidak terkesan memperumit jalur

pelayanan publik.

Tabel lil.8
Isu Strategis Pembangunan
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026

No Isu Strategis Isu Strategls Isu Strategis Isu Strategis
Internasional Nasional Regional Provinsi
1 | Sustainable Rencana Rencana Penguatan
Development Pembangunan Pembangunan Ekonomi
Goals/SDGs Jangka Jangka Panjang Didukung
Menengah Provinsi Infrastruktur
Nasional Sumatera Yang Handal
{RPJMN]) Selatan
Periode 2020-
2024
2 | Ancaman krisis Perlambatan Rencana Tata Akselerasi
ekonomi global Perekonomian Ruang Wilayah Penghapusan
Nasional Menuju Provinsi Kemiskinan
Endemi Covid- Sumatera Ekstrem dan
19 Selatan 2016- Stunting
2036
3 | Penerapan Green Penerapan Capaian SDM §ehat,
Economic Global Kebijakan Satu Pelaksanaan Mandiri, dar?
{Ekonomi Ramah Data Indonesia Tujuan Berdaya Saing
Lingkungan) Pembangunan |
Berkelanjutan di
Provinsi
Sumatera
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Selatan
4 | Perubahan iklim Pelaksanaan Pembangunan
global (Global Pemilihan Berkelanjutan
Warming/Climate Umum Serentak dan Efisiensi
Change) Tahun 2024 Sumber Daya
5 | Kemajuan Transformasi
Teknologi Pelayanan
Informasi dan Publik pada
Komunikasi Tata Kelola
Pemerintahan
Yang Baik

Gambar l1I.2
Fokus/Tema Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 - 2026
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Berikut adalah penjelasan fokus/tema pembangunan Provinsi Sumatera Selatan :

. Agenda Pembangunan Tahun | (2024)
Pembangunan Tahun 2024 menjadi starting point bagi Provinsi Sumatera Selatan dalam elaksanakan
tahap | RPD. Pembangunan tahun 2024 ini memiliki fokus pembangunan pada pembangunan ekonomi
masyarakat yang didukung dengan Reformasi Birokrasi maka pada tahun ini tema pembangunan Provinsi
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Sumatera Selatan vaitu, “Peningkatan Reformasi Birokrasi dan Ekonomi Kerakyatan”. Pada tahun ini
pembangunan ekonomi masyarakat yang akan terus
dibangun hingga merata ke seluruh wilayah Provinsi Sumatera Selatan, sehingga akan meningkatkan
produktivitas masyarakat. Selain itu peningkatan kualitas SDM juga dilakukan agar SDM terutama
peningkatan kualitas skill tenaga kerja, diharapkan mampu meningkatkan kualitas daya saing pekerja, dan
mampu bekerja disektor yang berpotensi dengan pendapatan tinggi. Dengan ini diharapkan masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan dapat meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya, yang didukung dengan
pelayanan publik yang handal bagian dari reformasi birokrasi.

Il. Agenda Pembangunan Tahun H (2025)
Pambangunan Tahun 2026 menjadi estafet pembangunan tahun 2024, berbagai capaian pembangunan
Provingi Sumatera Selatan telah dicapai di 2024. Pembangunan Tahun 2025 ini Provinsi Sumatera Selatan
akan berfokus pada beberapa sektor yaitu ekonomi, infrastruktur dan sosial, dengan tema Pembangunan,
“Penguatan Daya saing daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan
Terdepan”. Sesuai dengan fokus dan tema pembangunan tahun 2025, dengan memperhatikan potensi
unggulan daerah terutama dalam pengelolaan SDA harus didukung dengan SDM yang unggul,
perekonomian daerah yang tumbuh dengan pesat, dengan dukungan infrastruktur yang mumpuni dan
pelayanan pemerintah yang handal. Dengan penguatan daya saing daerah diharapkan mampu menuju
Sumatera Selatan yang Unggul dan Terdepan.

HI. Agenda Pembangunan Tahun [il (2026)
Kebijakan pembangunan tahun ketiga (2026) menjadi tahun penentuan kinerja dalam mencapai tujuan dan
sasaran dalam RPD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2026. Pada tahun ini mengusung tema
pembangunan, ‘Pemantapan Pemerataan Kesejahteraan dan Pembangunan yang berkelanjutan®.
Merujuk tema pembangunan ini, Provinsi Sumatera Selatan akan berupaya untuk menyempumakan dan
memaksimalkan capaian-capaian yang sudah diraih untuk meningkatkan pelayanan pemerintah daerah bagi
masyarakat. Pembangunan akan dilaksanakan dengan menitikberatkan pembangunan yang merata
diseluruh bidang. Dengan SDA yang melimpah pemerintah daerah harus bijak dalam pengelolaannya, tidak
hanya memprioritaskan aspek ekonomi namun juga dampaknya terhadap
lingkungan hidup. Dengan demikian dapat tercapai keseimbangan dalam penyelenggaraan pembangunan
daerah. Sehingga pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat dicapai dengan pembangunan yang
berkelanjutan. Dengan pemerataan pembangunan, diharapkan pembangunan dapat mulai dirasakan oleh

seluruh masyarakat Provinsi Sumatera Selatan.
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Tabel lIl.
Strategi/Prioritas Pembangunan dan Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera
Selatan Tahun 2024 - 2026

Tema Tahun 2025: Penguatan Daya saing daerah menuju Sumatera Selatan yang Unggul dan terdepan

E Tujuan Sasaran Strategi Arah Kebijakan Tahapan
| 2024 | 2025 | 2026
Meningkatnya pertumbuhan
dan
perkembangan ekonomi
]_Méni'ngkatnya Peningkatan 1. Peningkatan
¥ . kondusivitas kualitas
) investasi daerah perekonomian penanaman
] wilayah modal daerah
 Peningkatan  tata  kelola i
pemerintahan
Meningkatnya | Percepatan Peningkatan akuntabilitas
akuntabilitas Reformasi dan
kinerja dan Birokrasi pengawasan penggunaan
keuangan Pemerintahan keuangan
Pemerintah Sumatera daerah berbasis IT
Daerah Selatan
Meningkatnya Optimalisasi kinerja
kualitas pelayanan
pelayanan publik berbasis IT
' publik
.4 Program dan Kegiatan Tahun 2025

Berdasarkan Surat edaran Gubernur Sumatera Selatan Nomor :

071/SE/BPKAD/2024 Tentang

Pedoman Penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (RKA-SKPD)

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024. Bahwa Kebijakan Penyusunan

Anggaran Belanja daerah harus memenuhi :
1 Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan
daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintah wajib yang terkait dengan

pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan;
2. Belanja untuk kebutuhan pemerintah wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan

dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk

pelaksanaan urusan pemerintah wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan

pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang

terkait dengan pelayanan dasar publik;
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Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan tiap-tiap
urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan
pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun
Anggaran sebelumnya;

Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan public, perangkat daerah menganggarkan
program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas;
Belanja Daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2024/ 2025
sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan
urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah,
Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja sefiap belanja baik dalam konteks daerah,

perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa
keadilan, kepatuhan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab;
Belanja daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/ atau standar teknis
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain sesuai dengan Perpres dan
Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Sumset, di tuangkan dan dimplementasikan kedalam SIPD;
Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melaiui TKD
paling tinagi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD;
Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah
harus menyesuaiakan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap daiam wakiu 5 {lima) tahun sejak
diterbitkannya Undang-undang Nomor 1 tahun 2022;
Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, funjangan
keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besamya maksimum 2,5% {dua
koma lima persen) dari jumiah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN, ketentuan pemberian TPP ASN antara lain:
a. Memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
b. Penentuan criteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja,
tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan / atau
pertimbangan objektif lainnya;
¢. Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada
Peraturan Pemerintah,
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Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP
ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri, Persetujuan Menteri Dalam Negeri
diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di

bidang keuangan;

. Kebijakan TPP untuk Tahun 2024/2025 sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;

Dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang :

. Merupakan hasil realokasi anggaran belanja dalam APBD, antara lain uang lembur dan/ atau

kompensasi lain yang diatur dalam Peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN
pada TA sebelumnya

Merupakan pemberian TPP berdasarkan criteria prestasi kerja kepada individu dan/ atau
perangkat daerah yang menerapkan system pemerintahan berbasis elektronik antara lain
Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit PD pada belanja pengadaan
barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah;

Alokasi anggaran TPP bagi Inspektur lebih kecil dari Sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala
perangkat daerah lainnya.

Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2024/2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam
rangka mendukung program koordinasi dan supervise KPKsebagaimana diamanatkan dalam
pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf ¢ Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahaan
kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindek pidana
korupsi,

Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah
Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila
tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2024/ 2025 dibandingkan dengan
TPP ASN TA 2023/ 2024.

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola
keuangan, pengadaan barang/ jasa dan perangkat UKPBK dengan ketentuan besaran honerarium diatur
sesuai perpres dan kepala daerah tentang Standar Harga Satuan Regional (SHSR).

Belanja barang dan jasa, seperti belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata

yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan

oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa
persediaan barang tahun lalu dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka
efisiensi dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja barang untuk dijuall diserahkan kepada masyarakat/ pihak ketiga/ pihak lain dengan
memperhatikan, asas kepatuhan, kewajaran, rasionalitas dan efekiifitas dalam pencapaian sasaran
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program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan. Sesuai dengan visi dan
misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
Penganggaran Jasa kantor antara lain sebagai imbalan yang diberkan kepada ASN dan Non ASN
berdasarkan keahlian/ profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/ penugasan dan
besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberan layanan antara
laintistrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
Penganggaran iuran jaminan/ asuransi kesehatan bagi pegawai non Pegawai Negeri Sipil Daerah.
Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi non konstruksi sedangkan jasa konsultansi
non konstruksi mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modat
adalah sebesar harga beli/ bangun asef ditambah seluruh belanja yang ferkait dengan pengadaan/
pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundang-undangan dan
diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pefatihan,
sosialisasi dan bimbingan teknis antara lain, Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk
pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara pemerintah
daerah sekurang-kurangnya 0,34% dari fotal belanja daerah bagi pemerintah daerah.
Belanja Pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelcla barang, pengguna
barang atau kuasa barangberpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penganggaran pemeliharaan pajak kendaraan bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
(BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan falu Lintas Jalan
(SWDKLLJ) dan administrasi pajak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Belanja Perjalanan Dinas, mefiputi :
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negen
1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjaianan dinas jabatan
melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negen,
pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk menganggarkan pefjalanan dinas tetap yang
dihitung dengan memerhatikan jumiah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas,
pengeluaran oleh pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat, contoh : perjalanan dinas
oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama dan lainnya;
3. Belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di

dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai
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dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdin atas perjalanan dinas yang

dulaksanakan lebih dari 8 (delapan) jamdan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8

(delapan) jam hanya diberikan uang transport local termasuk pemberian uang transport pada

masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar dan sejenisnya;

Belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota, untuk menganggarkan perjalanan dinas

dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan dalam kota ;

Belanja perjalanan dinas paket Meefing luar kota, untuk menganggarkan perjalanan dinas

dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota;

Belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota dan Belanja perjalanan dinas paket

Meeting luar kota meliputi :

,

Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal
dari dalam kota maupun dari luar kota,

Biaya paket meeting (halfday/ fullday/fullboard/ residence);

Uang saku peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal dari
dalam kota maupun dari luar kota;

Uang harian dan/ atau biaya penginapan peserta, panitia/ moderator, dan/ atau biaya
penginapan peserta, panitia/ moderator, dan atau narasumber yang mengalami kesulitan
transportasi.

Besaran nilai biaya paket megting, uang transport, uang saku, dan uang harian sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar
negeri;

Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya
masukan yang beriaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-

undangan mengenai SHSR.

¢. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan

Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding,
baik perjalanan dinas dalam neger maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara
selektif, frekuensi, jumiah hari maksimal 7 han, jumlah orang 5 (lima) orang dibatasi serta
memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksudsehingga relevan dengan
substansi kebijakan pemerintah daerah provinsi. Hasil kunjungan kerja atau studi banding
dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
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ASN, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat
metakukan perjalanan dinas ke luar negeri. Perjalanan dinas luar negeri mempedomani
ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pefjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerain Dalam Negeri dan Pemerintah
daerah;

Peraturan yang mengatur tentang Perjalanan Dinas diatur dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 53 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjatanan ke Luar Negeri di Lingkungan
Kementerain Dalam Negeri dan Pemerintah daerah dan peraturan, presiden republik
Indonesia Nomor 33 tahun 2020 Tentang Standar harga satuan regional dan kebijakan

poraturan perundang-undangan maging-maging daorah,

d. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai

dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi :

iii.

Sewa kendaraan dalam kota (hanya diberikan untuk gubemur/ wakil gubernur, bupati/
wakil bupati, wali kota/ wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya;

Biaya transportasi dibayarkan sesuai biaya riil;

Biaya penginapan dibayarkan sesuai biaya ril, dalam hal peralanan dinas tidak
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan
diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff hotel dikota tempat
tujuan sesuai tingkatan pelaksana perjalanan dinas

dibayarkan secara lumpsum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Uang harian dan uang representative dibéyarkan secara lumpsum;

Estimasi pengganggaran secara fiil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang
dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya

kenaikan harga pasar.

e. Belanja Uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat
memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran
program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai kebutuhan dan wakiu pelaksanaan sub kegiatan

dalam rangka pencapaian target kinerja sub kegiatan dimaksud, sesuai peraturan perundang-

undangan.
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Tabel Il
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Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Sesuai Kemendagri 050.1317 Tahun 2023 (Turunan dari Permendagri No.90 Tahun 2019)

2 Urusan Pemerintahan wajib yang tidak berkaitan
tengan pelayanan dasar
2| 18 Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal
_ '-2-- 181 01. . ngram Penunjang Urusan Pemarimah daerah
Penyusunan Dokumen Pe-rencanaan Perangkat
2! 1801 | 1.01 Daerah )
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Tersusunnya Dokumen Perencanaan | Jumlah Dokumen Perencanaan
201801 1101 101 | pyerah Perangkat Daerah Perangkat Daerah Dokumen
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan
21 18|01 | 101 |02 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD | dan Laperan Hasil Koordinasi Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Gokumen
Penyusunan Dokumen RKASKFD Dokumen RKA-SKPD
Eﬁ?g:?%a Dokurmen Perubahian Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen . - SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi
2| 1801 {101 103 | peryahan RKASKPD g:';;fgf;:: Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- Dokumen
Dokumen Perubahan RKA-SKPD SKPD
g:;sﬁg;”r;f‘ Dokumen OPA-SKPD | iah Dokumen DPA-SKPD dan
2 18|01 | 1.01 | 04 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD . o Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen
Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD
Dokumen DPASKPD
Tersedianya Dokumen Perubahan ' Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
21 18101 |10t |05 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan t?::l-_iKEgn Hasil Koordinasi i SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Dokurmen
' DPASKPD Penyt é)unan - Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- =0
Dokumen Perubahan DPA-SKPD | SKPD
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Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian

Tersedianya Laporan Capaian
Kinerja dan

{khtisar Realisasi Kinerja SKPD dan
Laporan
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Jumiah Laporan Capaian Kinerja dan
tkhtisar Realisast Kinerja SKPD dan

Realisasi Anggaran

Anggaran

Analisis Prognosis Anggaran

1801 | 101 |06 Kinerja dan Ikhiisar Realisasi Kinerja SKFD Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Hasil Koordinasi Penyusian | Laporan
) Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Laporen Capaian Realisasi Kinerja SKPD
Kineria dan lkhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
Terlaksananya Evaluasi Kinerja S
s Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja
18 | 01 | 1.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah gg:gﬁkat | Perangkat Daerah Laporan
18101 | 1.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah ;
. . . Tersedianya Gaji dan Tunjangan . Jurnlah Orang yang Menerima Gajidan
18| 01 | 1.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN ASN Tunjangan ASN Orang/Bulan
; ) L Tersedianya Administrasi Jumiah Dokumen Hasil Penyediaan
18 | 01 | 1.02 | 02 | Penyedia Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN Pelaksanaan Tugas ASN Adminisirasi Pelaksanaan Tugas ASN Dokumen
w8lo 1102 |03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Terlaksananya Penatausahaan dan Jumtah Dokumen Penatausahaan dan Dokumen
; Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Pengujian/Verifikasi Kevangan SKPD
_ ; Terlaksananya Koordinasi dan Jumlah Dokumen Hasit Koordinasidan
18 | 0t | 1.02 | 04 | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Pelaksanaan Akuntansi SKPD Dokumen
Tersedianya Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun
18101 102 tos Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil | SKPD dan Laporan Hasil Koordinzsi Laporan
' Akhir Tahun SKPD Koordinasi Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Keuangan Athir b
Keuangan Akhir Tahun SKPD Tahun SKPD
' Tersedianya Dokumen Bahan Jumniah Dokumen Bahan Tanggap:n
18 | 01 | 1.02 |0 | hengeclan dan Penyedizan Bahan Tenggapan | rangganan Pemeriksaan dan Tindak | Pemerksaan dan Tindak Lanjt Dokumen
adl Lanjut Pemeriksaan . Pemeriksaan
Tersedianya Laporan Keuangan » Jumiah Laporan Keuangan
, Koordinasi ian Fenyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
18 | 01 | 1.02 | O7 , dan Laporan Koordinasi Penyusunan | dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan
Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD Laporan Keuangan Laporan Keuangan
Butanan/Triwulan/Semesteran SKPD | Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD
. . Tersedianya Dokumen Pelaporan
18101 |1.02 |08 Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis dan Analisis Prognosis Realisasi Jumlah Dokumen Pelaporan dan Dokumen
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" Administrasi Barang Milik Daerah pada v
2180 103 Perangkat Daerah
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik | Tersedianya Rencana Kebutuhan Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Dok
218101 |1 103 1 01| pagran sKPD Barang Milk Daerah SKPD Milik Dagrah SKPD umen
” Terlaksananya Pengamanan Jumiah Dokumen Pengamanan Barang
2118 ™M 1.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD Barang Milk Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Dokumen
Tersedianya Laporan Hasil : -
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah Penilaian Barang Milik Daerah dan Jumiah Laparan Hasil Penilaian Barang
2118 (M 103 1 03 SKFD Hasil Koordinasi Penilaian Barang Mahkt D_aerah dan Ha_gul Koordinasi Laporan
Milk Daerah SKPD Penilaian Barang Milik Daerah SKPD
Permbi P dan Pangendalian Terlaksananya Pembinaan, Jumtah t.aporan Hasil Pembinaan,
211810 1.03 | 04 Bembtnahg_:y& Denga\:asadn, SE?’DE genda Pengawasan, dan Pengendalian Pengawasan, dan Pengenadalian Laporan
arang Wil Lizeran pada Barang Milk Daerah pada SKPD | Barang Millk Daerah pada SKPD
Rekonsiliasi dart P L Barana Milik Terlaksananya Rekonsiliasi dan Jumniah Laporan Rekonsiliasi dan
2| 18| Ot 1.03 | 05 ekonsiiast gngnyusunan aporan ng Wi Penyusunan Laporan Barang Milik | Penyusunan aporan Barang Miliki Laporan
Daerah pada Daerah pada SKPD Daerah pada SKPD
" Terlaksananya Penatausahaan Jumlah Laporan Penatausahaan Bzrang
211810 1.03 | 06 | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD Rarang Miiki Daerah pada SKPD ' Milik Daerah pada SKPD Laporan
" Teraksananya Pemanfaatan ! Jumniah Dokumen Hasil Pemanfaaten
2018 01 1.03 | 07 | Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKFD Barang Milik Dagrah SKPD Barang Milik Daerah SKPD Dokumen
2|18, M 1.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
. i Tersedianya Unit Peningkatan -
Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin v Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan .
2118 01 105 | 01 Pegawai ﬁggﬁa{tjan Prasarana Disipin Prasarana Disiplin Pegawai Unit
1 105 | 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Tersedianya Pakaian Dinas Beserta | Jumlah Paket Pakaian Dinas Besera Paket
211810 03 Kelengkapannya Atribut Kelengkapan Atribut Kelengkapan
s Terlaksananya Pendataan dan
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Pencolahan Administrasi Jurnlah Dokumenl Eenda‘taan dan Dokumen
2i18101 1.05 ] 03 Kepegawaian Kepggawaian Pengolahan Adminisirasi Kepegawaan
inasi dan Pelak Sistem informasi Terlaksananya Koordinasi dan Jumiah Dokumen Hasil Koordinasi dan
211801 1.05 | 04 Eoordmas[ 2 Felaksanaan Sistem tniormas! Pelaksanaan Sistem Informasi Pelaksanaan Sistern informasi Dokumen
epegawaran Kepegawaian Kepegawaian Dokumen
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja T b . . .
) s . erlaksananya Monitoring, Evaluasi, | Jumlah Dokumen Monitoring, Evabuasi,
21801 1.05 | 05 "993"‘?' Terfakgananya Mpmtonng, Evaluasi, dan dan Penilgian Kinerja Pegawai dan Penilaian Kinerja Pegawai Dokumen
Pernilaian Kinerja Pegawai
) . Terlaksananya Pemulangan Jumiah Pegawa Pensiun yan
21181 Mm 1.05 | 06 | Pemulangan F’eg?wai yang Pensium Pegawa yanr?g Pensiun g Dipulangk.:—?n yang Orang
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. . Terlaksananya Pemulangan Jumiah Laporan Hasil Pemulangan
18| M 105 |07 :ﬂerlmélangai? Ee;gax:za yang Meninggal dalam Psgawai yang Meninggal dalam Pegawai yang Meninggal dalam Laporan
eiaksanakan Tug Melaksanakan Tugas Melaksanakan Tugas
18| M 1.05 | 08 | Pemindahan Tugas ASN ;esr;fkmnanya Pemindahan Tugas Jumiah ASN yang Dipindahtugaskan Orang
. . . Terlaksananya Pendidikan dan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan
18|01 105 | 09 ?endldgca:lga: Fs’glatlhan Pegawai Berdasarkan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan QOrang
ugas can Fungs! Tugas dan Fungsi Pelatihan
L Terlaksananya Sosialisasi Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi
18 1 01 | 1.05 | 10 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan | Peraturan Perundang-Undangan Orang
L . . Teraksananya Bimbingan Teknis Jumiah Orang yang Mengikuti Bimbingan
18| 01 1.0 | 11 Eg‘:{?":igan Tﬁkglzlmplementam Peraturan implementasi Peraturan Perundang- | Teknis Impiementasi Peraturan Orang
ndang-Undangan Undangan Perundang-Undangan
1§ N 1.08 Administrasi Umum Perangkat Daerah
’ e Tersedianya Komponen Instalansi Jumlah Paket Komponen Instalansi
18 | Of 1.06 |01 genyedia:ril(;%?fonen Instalasi Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Bangunan Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Paket
anguna Kantor yang Disediakan
. Tersedianya Peralatan dan Jumiah Paket Peralatan dan
18|01 1.06 | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor Perlengkapan Kantor yang Disediakan Paket
. Tersedianya Peralatan Rumah Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga
18 | 01 1.06 | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tangga yang Disediakan Paket
' " . - Jumlah Paket Bahan Logisitk Kanter
18101 1.06 | 04 | Penyediaan Bahan Logistk Kantor Tersedianya Bahan Logistk Kantor yang Disediakan Paket
' Tersedianya Barang Cetakan dan Jumlah Paket Barang Cetakan dan
18 | 01 1.06 | 05 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Penggandaan Penggandaan yang Disediakan Paket
) . Jumiah Dokumen Bahan Bacaan dan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Tersedianya Bahan Bacaan dan _
18] 01 106 | 08 Perundang-Undangan Peraturan Perundang-Undangan l;?;'::;ij;ig:erundang Undangan yang Dokumen
18101 |106 | 07 | Penyediaan BahanMateria Tersedianya BahanMaterial Jumiah paket Bahan Matetglyang | paget
18 | o1 106 | 08 | Fasiitas Kunjungan Tamu i:rimiksananya Fasilitas Kunjungan _Jr:;r"ﬂsh Laporan F asilitas Kunjungan Laporan
N .| Terlaksananya Penyelenggaraan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi A - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat
1801 [ 106 |09 | guor Rapat Koordinas) dan Konsules! Koorginasi dan Konsuttasi SKPD Laporan
18 | 01 1.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD Terlaksananya Penatausahaan Arsip | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dokumen

Dinamis pada SKPD

Dinamis pada SKPD
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Jurnlah Dokurnen Dukungan

181 01 106 | 11 ; ; Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Dokumen
Berbasis Eletronik pada SKPD Berbasis Elektronik pada SKPD Berbasis Eletronik Pada SKPD
18 | 01 107 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang
’ Urusan Pemerintah Daerah
18|01 | 107 | o1 | Peneadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Tersedianya Kendaraan Perorangan JDl:rr::h £ﬁﬁxzigg?;§n0?:£rf§3:&n Unit
' Kendaraan Dinas Jabatan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan
18 | 01 107 | 02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Tersedilanya Kendaraan Dinas ‘Jou;:g;ig:gl g?anudf;‘:;"ng;:a:ang Unit
: Lapangan Operasional atau Lapangan ' Disediakan
) . Jumlah Unit Alat Basar yan .
1810 1.07 | 03 | Pengadaan Afat Besar Tersedianya Alat Besar Disediakan ydng Unit
, Tersedianya Alat Angkutan Darat Jumiah Unit Alat Angkutan Darat Tak .
18 | 01 1.07 04 | Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Tak Bermotor Barmotor yang Disediakan Unit
18 | 01 1.07 | 05 | Pengadaan Mebel Tersedianya Mebel Jemlh Paket Mebel yang Disediakan Paket
N Tersadianya Peralatan dan Mesin Jumlah Unit Peralatan dan Mesin .
18 | 01 1.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Lainnya Lainnya yang Disediakan Uniit
18 | 01 1.07 | 07 | Pengadaan Aset Tetap Lainnya Tersedianya Aset Tetap Lainnya ‘é?;':;:;g:t Aset Tetap Lainnya yang Unit
18 M 1.07 | 08 | Pengadaan Ase Tak Berwujud Tersedianya Aset Tak Berwujud g;g;r;gr Aset Tak Berwijud yang Unit
18 | 01 107 | 08 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Tersedianya Gedung Kantor atau Jumiah Unit Gedung Kantor atau Unit
' Lainnya Bangunan Lainnya Bangunan Lainnya yang Disediakan
Tersedianya Sarana dan Prasarana | Jumiah Unit Sarana dan Prasarang
18101 107 |10 Ptenggdaan Sari"? dan Prasarana Gedung Kantor 1 o 1o antor atau Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lannya | Unit
atau Bangunan Lainnya Lainnya yang Disediakan
p daan S dan P Penduk Tersedianya Sarana dan Prasarana | Jumiah Unit Sarana dan Prasarana
18 | 01 107 [ 1 Gc;rtljga a;n tarztar? gn ra:ahafa;nner; ukung Pendukung Gedung Kantor atau Pendukung Gedung Kantor atau Unit
ung Raor atau Bangunan Lainny Bangunan Lainnya Bangunar Lainnya yang Disediakan
18 | 01 1.08 ;:g:::aan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah |
) Terlaksananya Penyediaa Jasa Surat : Jumlah Laporan Penyediaan Jasa
1§ | 01 1.08 | 01 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat Menyurat y Y Surat Me ngurat Y Laporan
, . Jumiah |Laporan Penyediaan Jasa
18 | 01 1.08 1 03 Ea"z' ediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan ;2:15:: 'f'yé;:al(s:n;?aiata" dan Peralatan dan Perdengkapan Kantor Laporan
antor grap yang Disediakan
18 ¢ 01 1.08 | 04 | Panyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Eggstg(ri;anya JasaPelayanan Umum | Jumiah Laporan Penyediaan Jasa Laporan

Pelayanan Umum Kantor yang
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18

Modal

Disediakan
18 | 01 1.09 Pemeliharaan Barang Mitik Daerah Penunjang
’ Uruysan Pemerintah Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ggsggznn:;i‘;ﬁ:;egﬁ'gﬁzn' Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas
1801 1.00 | 01 | Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Percrangan K e:d araan Perorancan Dinés atau atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Unit
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Kendaraan Dinas Jgt?ata 0 Diperlihara dan Dibayarkan Pajaknya
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya gie;s:d;:rg;iﬁ?:;er;ae_tg;a(rjz?‘n, Jumlah Kendaraan Dinas Operasional
18 | 01 1.08 | 02 | Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Persi’zinan Kendara a{; D?# as atau Lapangan yang Dipelihara dan Unit
Dinas Operasional atau Lapangan Operasional atau Lapangan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya
, . . Tersedianya Jasa Pemefiharaan _
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya ) ) N Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan .
18 01 109 | 03 Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar E:::raB::ﬁehharaan dan Perizinan Dibayarakan Perizinannya Unit
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Jumiah Alat Angkutan Darat Tak
18 | 01 1.09 | 04 | Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat | Biaya Pemeliharaan dan-Perizinan Bermotor yang Dipelihara dan Unit
Tak Bermotor Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Dibayarkan Perizinannya
18101 1.08 | 05 | Pemeliharaan Mebel Terlaksananya Pemeliharaan Mebel | Jumlah Mebel yang Dipelihara Unit
. N Terlaksananya Pemeliharaan Jumiah Peratan dan Mesin Lainnya .
18 | 01 1.08 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Peraitan dan Mesin Lainnya yang Dipeliara Linit
. . Terlaksananya Pemeliharaan Aset Jumiah Aset Tetap Lainnya yang .
18 | 01 1.09 | 07 | Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya Tetap Lainnya Dipelihara Unit
. . Terlaksananya Pemeliharaan Aset Jumlah Aset Tak Berwujud yang .
18| (M 1.08 } 08 1 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud Tak Berwujud Dipelihara Unit
. I Terlaksananya
' Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan : —_— Jumlah Gedung Kanter dan Bangunan .
18101 1109 109} gangunan Lainnya Pemeliharaan/Renabilitasi Gedung | | 502 vano DipeliharaDirehabiitasi |
Kantor dan Bangunan Lainnya
Terlaksananya
i lo1 | 100 | 10 | Pemelinaraan/Rehabiltasi Sarana dan Prasarana | Pemelinaraan/Rehabiitasi Sarana i::g?;:ﬂaggndmgafgmz G::ung Unit
' Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Perasarana Gedung Kantor atau | oo = o hgb‘lita -ainnya yang
Bangunan Lainnya ipeiihara/Lirenatiilias
Terlaksananya Jumdah Sarana dan Prasarana
18 | 01 100 | 11 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Pendukung Gedung Kantor atau Unit
; Pendukung Gedung Kantor atay Bangunan Lainnya | dan Prasarana Pendukung Gedung | Bangunan Lainnya yang
Kantor atau Bangunan Lainnya Dipelihara/Direhabilitasi
, . Terlaksananya Luas Tanah yang Dilakukan .
18101 1109 | 12 | Pemeliharaan/Rehabiltasi Tanah Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah Pemeliharaan/Rehabiltasi Unit
Urusan Pémerintahan Bidang Penanaman R T o
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18 j 02 Modat
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang
181 02 Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan
Daerah Provinsi
Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Ditetapkanya Kebijakan Daerah Jumiah Peraturan Daerah/Provinsi
18 | 02 01 | Fasilitas/Insentof dan Kemudahan Penanaman dalam Pemberian Fasilitas/Insentif Dialam Pemberian Fasilitas/insentif dan | Dokumen
Modal dan Kemudahan Penanaman Modal ;| Kemudahan Peanaman Modal
Terlaksanznya Kegiatan Usaha Dari . .
18 | 02 02 Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/insentif | Pelaku Usaha Yang Memperoleh ﬂi’;‘:gh };iglan}na;nusxah[ﬁn F:‘zilfzu Keaiatan Usah
dan Kemudahan Penanaman Modal Ingentif dan Kemudahan Berusaha di | yang Memperoien Insenlrcan - Regiatan Usana
Daerah emudahan Berusaha Di Daerah
18 | 02 03 Fasilitasi Kemiitraan yang dilakukan oleh
Pemerintah Provinsi
Rekomendasi Kebijakan Seklor Usaha yang
18 | 02 04 | Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan
Berusaha Berhasis Resiko
18 | 02 . Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi
: Tersusunnya Peraturan Daerah Jumiah Peraturan Daerah (Perda)
18|02 0 geaggﬁ Lruanrir‘l’iﬁgncana Urnuim Penanaman Modal {Perda) Rencan Umum Penanaman | Rencana Umum Penanaman Modal Dokurmen
Modal Daerah Provinsi Daerah Proving
18 | 02 03 Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada | Tersedianya data potensi investasi Jumiah daerah yang telah dilaksanakan Daerah
sistem PIR {Potensi Investasi Regional) daerah yang termutakhirkan pemutakhiran data potensi investasi aera
I . ; Terlaksananya kemitraan antara jumiah kesepakatan kemitraan antara
18 | 02 04 Eg;‘lgﬁsn't::ﬂg;iziﬁng dilakukan olef usaha besar (PMAPMDN} dengan usaha hesar (PVMAPMON) dengean Dokumen
UMKM di dagrah UMKM di daersh
. . - Tersusunnya Peta Potensi Investasi ¢ Jumtah Dokumen Peta Potensi
18 | 02 05 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Provinsi Provinsi ' \nvestasi Provirsi Dokumen
18 | 03 Program Promosi Penan aman Modal
18! 03 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal
yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
18 | 03 02 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal | Terlaksananya Kegiatan Promosi Jumiah Dokumen Hasil Kegiatan Dok
Kewenangan Provinsi Penanaman Modal Provinsi Promosi Penaraman Modal Provinsi oKumen
18 | 03 03 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal | Terlaksananya Kegiatan Promosi Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Dok
Kewenangan Provinsi Penanaman Modal Provinsi Promosi Penanaman Modal Provinsi oKumen
Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan
18 | 04 Peraturan Perundang-Undangan Menjadi

Kewenangan Daerah Provinsi
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Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian

Terlaksananya Koordinasi dan
sipkronisasi penetapan pemberian

Rencans Kegja DPMPTSP Provinsi Sumsel 2025

jumiah kegiatan koordinasi dan
sinkronisasi penetapan pemberian

kegialan usahanya

dihadapi pelaku usaha dalam
merealisasikan kegiatan usahanya

usaha dalam merealisasikan kegiatan
usahanya

18 | 04 05 Fasilitas/Insentf Daerah fasilitasfintensif daerah kewenangan | fasilitasfintensif yang menjadi Dokumen
daerah provinsi Kewenangan provinsi
tersedianya dan terkelolanya layanan | jumiah pelaku usaha yang memperoleh
) . konsultasi terhadap perizinan |ayanan konsultasi perizinan berusaha
18 1 04 06 Eg;i;ﬂﬁagegsgaﬁ"gggfgg ;1?""\1:" Konsultasi berusaha melalui sistem perizinan melalui sistem perizinan berusaha Pelaku Usaha
berusaha berbasis risiko terintegrasi | berasis risiko ferintegritas secara
secara slekironik elektronik
. iy .| tersedianya pelayanan perizinan tersedianya pelayanan perizinan
18 | 04 07 :izgn‘:dlg’?inziiz:‘?‘E’iaer:zgaz?é:‘r?)gsﬁ: r;esgﬁlﬂ el berusaha melalui_sis_tgm perizinan berusaha melalui_ sigtgm perizinan Pelaku Usaha
Terintegrasi secara elektronik berusaha berbasis risiko terintegritas | berusaha berbasis risiko terintegritas
secara elekironk secara elektronik
terlaksananya
permantauan Analisis,Evaluasi, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang
18 | 04 08 Pamantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Pelaporan di bidang perizinan perizinan berusaha berbasis risiko Kegiatan Usaha
Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berusaha berbasis risiko lintas lintas daerah kabupatenfkota bagi
daerah Kabupaten/Kota bagi kegiatan usaha dari pelaku usaha
kegiatan usaha dari pelaku usaha
18105 | Program Pengendalian Pelaksanaan _ ' L '
J R R _Penanaman Modal -
‘aiglos | | Pengendatian Pelaksanaan Penanaman Modal
R R " yang Menjach Kewenangan Daerah Provinsi n R Gl
Teriaksananya analisa dan verifikasi | jumlanya kegiatan usaha dari pelaku
data, profit dan informasi kegiatan usaha yang telah dianalisa dan
usaha dari pelaku inspeksi lapangan | diverifikasi data, profil dan informasi
18 ; 05 04 | Pengawasan Penanaman Modal terhadap kegiatan serta evaluasi kegiatan usaha dan pelaku ditakukan Kegiatan Usaha
penilaian kepatuhan pelaksanaan inspeksi lapangan; serta dilakukan
perizinan berusaha para pelaku evaluasi penilaian kepatuhan
usaha pelaksanaan perizinan berusaha
Penyelesaian Permasatahan dan Hambatan yang terlaksananya penyelesaian Jumlah penyelasaian permas:.alahan
18 1 05 05 | dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan permasalahan dan hambatan yang dan hambatan yang dihadapi pelaku Kegiatan Usaha
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terlaksananya bimbingan JumiajPelaku Usaha yang mengikuti
, teknis/sosialisasi impiementasi Bimbingan Teknis/ Sosialisasi
2|18 |05 06 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha perizinan berusaha berbasis implementasi Perizinan berusaha Pelaku Usaha
risikodan pengawasan perizinan berdbasis resiko dan pengawasan
herusaha berbasis risiko perizinan berusaha berbasis resiko
51 18 | 0 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi
Penanaman Modal
Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan
2118 06 dan Non Perizinan Penanaman Modal yang
Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi
Tersedianya Data dan Informasi N
Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan | Perizinan dan Non Perizinan Berbasi j;lr:m,?gt?jd_an In;cgn;asl Pse_rlznan
2118 | 06 g | Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Pela ananeP eZ;inz?rTanarBa?s r']s il Dok
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi | Berusaha Terintegrasi secara Ten yte . E kzus_a a oKumen
secara Elektronik Elektronik yang Diolah, Dikaii dan Dgnn grasi secara Elektronik yang
Dimanfaatkan iolah, Dikaji dan Dimanfaatkan

Sumber - Kemendagri 050.1317 Tahun 2023 (Turunan darf Permendagri No.90 Tahun 2019)
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Tabel IV.4

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat

Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 DPMPTSP Provinsi Sumatera Selatan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Selatan

Permendagri 90 Tahun 2019 (Kepmendagri 050-1317) Rencana Tahun 2025 Prakiraan Ma‘;‘ég“"a”a Tahun
Kegiatan Kegiatan
No. Kode ndikator Kineria ES——" ES— Priotitas Prioritas Keterangan Catatan
Bidang Urusan / Program / Program / Kegiart]an J Lokasi Capagei;m Kebutuhan Dana/ | Sumber Gapgian Kebutuhan Danaj | Daerah Nasional
i i A Pagu Indikatif (R A ikatif {Rp:
Kegiatan / Subkegiatan Subkegiatan Kineria agu Indiketif (Rp) | Dana kineria Pagu Indikabif {Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15
A Bidang Urusan Penanaman ‘
#¥odal
1 21801 Program Penunjang Urusan | Persentase program 100% 19.186.704.000 100% 25.117.059.458
Pemerintahan Daerah penunjang urusan
Povinsi pemerintahan
Daerah Povinsi
Daerah Povinsl yang
tercapai
2.18.01.1.01 | Perencanaan, Psnganggaran, | Persentase Dokumen 100% 410.000.000 100% 350.000.000
dap Evaluasi Kinerja Perancanaan,
Perangkat Daersh penganggaran dan
evaluasi kinerja
perangkat daerah
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yang tersusun

Penyusunan Dokumen Jumiahdokumen | Palembang 2 320.000.000 PAD 2 300.000.000 Output:
Perencanaan Perangkat perencanaan PD Dokumen Dakumen Ratek,Dok
Daerah (Renstra Renstra dan
2025- Renja
2028, dan
Renja
2025)
Koordinasi dan Penyusunan Jumiah dokumen RKA | Palembang 1 30.000.000 PAD i
Dokumen RKA-SKPD SKPD yang tersusun Dokumen Dokurmen
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah dokumen DPA | Palembang 1 30.00G.000 PAD i 20.000.000,00
DPA-SKPD SKPFD yang tersusun Dokumen i Dokumen
Koordinasi dan penyusunan Jumlat dokumen Palembang | 1Laporan 30.000.000 PAD 1 Laporan 30.000.000
laporan capaian kinerja dan laporan capaian
ikhtisar realigasi kinerja SKPD | kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
yang tersusun
218.01.1.02 | Administrasi Keuangan Persentase kegiatan 100% 14.760.704.000 100% 20.045.059.45
Perangkat Daetah administrasi keuangan
yang terlaksana
Peryedizan Gaji dan Persentase Palembang 100% 14.020.547.000 PAD 1 tahun 19.121.650.458 65 ASN dan 3
Tunjangan ASN lerbayamya gaji dan [B3K
tunjangan ASN
Penyediaan Administrasi Jumlah tenaga Palembang 27 orang 1 688.077.000 PAD 1 tahun 812.760.000 15TKS & 12
Pelaksanaan Tugas ASN. pendukung Adm tahun TKPD
perkantaran yang

terbayar jasanya
setiap bulan selama 1
tahun
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Pelakeanaan Penatausahaan | Jumiah bulan Palembang 201g724 34.080.000 PAD 7 org / 84 92 640.000 i
dan Pengujian/Verifikasi terbayarnya jesa 2 org Bulan Bulan
Keuangan SKPD pengelola adm
keuangan
Koordinasi dan penyusunan juﬁmiah laporan Palembang 1 Laporan 10.000.000 PAD 1 Laporan 10.000.000
{aporan keuangan akhirtahun | keuangan akhir tahus
SKPD SKFD
Koordinasi dan penyusunan jumlah taparan Patembang 18 8.000.000 PAD 1B 8.000.000
laporan keuangan keuangan Laporan Laporan
Butanan/Triwulanan/Semester | bulenanfriwulanan/Se
an SKFD mestaran SKPD
2.18.01.1.05 | Administrasi Kapagawaian Petsentase 100% 280.000.000 100% 240.000.000
Parangkat Daerah administrasi !
: kepagawaian yang
tercapai
i
Pengadaan pakaian dinas Jumlah stel pakaian Palambang 120 stel 180.000.000 PAD 120 stet 240,000,000 Pakaian
beserta atribut Olahraga untuk Olahraga '
kelengkapannya aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Jumlah aparaturyang | Dalam dan 8 Orang 100.000.000 PAD 8 Qrang 100.600.000 PIM [t dan
Pegawai Berdasarkan Tugas mengikuti pelatihan Luar Provinsi Diklat, 100 Dikiat
dan Fungsi formal, diklathursus orang
dikfat
pegawal
2.18.011.06 | Administrasi Umum Persentase 100% 1.482.000.000 100% 2.408.000.000
Perangkat Daersh administrasi umum
yang tercapai
Penyediaan komponen Jumiah uni/pcs Palembang 1 tahun 40.000.000 TPAD | fthun | 40.000.000
instalasi listrikipenerangan lersedianya

bangunan kantor

komponen instalansi
listrik
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Penyediaan Peralatan dan Jumiah unit peralatan | Falembang unit 200.000.000 PAD 35 unit 800.000.000 Komputer,Laplo

Perengkapan Kantor dan perengkapan p,Printer
kantor yang fersedia

Penyedizan Bahan Logistk Jumlah unit Palembang 300 buah 260.000.000 PAD 300 buah 300.000.000 ATE, Alat

Kantor tarsediaryz peralatan Kebersihan,Ma
dan jumiah pcs bahan kan-Minum
pembarsih yang rapat
tersedia

Penyediaan Barang Cetakan Jumlzh lembar barang | Palembang 1 takun 120.000.000 PAD 1 tahun 257.000.000 Seluruh Media

dan Penggadaan cetakan dan Catak
penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaaan Jumiah expsemplar’ . Palembang 2160 12.000.000 PAD 2160 11.000.000

dan Peraturan Perundang- buku yargtersedia eksemplar i eksemplar

undangan

Penyelenggaraan Rapat Frekuansi koordinasi Dalam dan 1 tahun 850.000.000 PAD 50 kaki (30 1.000.000.000

Koordinasi dah Konsultasi dan kansultansi yang Luar Provinsi BPD, 60 LD)

SKPD diikuti

2.18.01.1.07 | Pengadaan Barang Milik Persentase 100% 150.000.000 100% 200.000.000

Paarah Penunjang Urusan pengadaan BMD

Pemerintah Daerah yang tercapal

Pengadaan Mebel Jumlah jenis Palembang 0 150.000.000 PAD 15 unit 200.000.000 Meja, Lemari,Ku
meubeleur yang rst
tersedia

21801108 | Penyediaan Jasa Penunjang | Persentase jasa 100% $54.000.000 100% 954.000.000

Urusan Pemerintahan panunjang urusan

Daerah pemerintahan
daerah yang tercapai

Penyediaan Jasa Surat Jumlah surat yang Palembang 400 12.000.000 PAD 400 12.000.000

Menyurat diproses dan benda dok/surat dok/surat
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pos yang te rsedia

Penyediaan Jasa Komunikas, | Jumlah rekening jasa | Palembang 48 500.000.000 PAD 48 500.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik komunikasi, PDAM, Kwitansi Rwitansi
dan listrik yang rekening rekening
dibayar
Fenyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Palembang 12 442.000.000 PAD 12 442 .000.000 3 komponen
Umum Kantor Penyediaan Jasa Laperan Laporan pada
Pelayanan Umum subkegiatan
Kantor yang {Jasa
Disediakan kebersihan
kantor,Satpam,
Tutor SKJ)
2.18.01.1.09 | Pemeliharaan Barang Milik Parsentage Barang 100% 1.160.000.000 100% 920 000.600
Daarah Penunjang Urusan Millk Deerah yang
Pamerintahan Daerah terpelihara dan siap
operasional
Penyediaan Jasa Jumilzh unit Palembang 15 unit (& 500.000.00C PAD 16 unit (5 500.000.000 Pemeliharaah
Pemeliharaan, Biaya kendaraan dinas yang Rz, 10 R4/ R2, 11 R4/ Kendaraan dan
Pemeliharaan dan Pajak tempelihara dan Bin) Bin) Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas | tersedia
atay Kendaraan Diras Jabatan | operasiohalnya
Pameliharaan/Rehabilitasi Jumlah gedung kanter | Palembang 1 tahun 320.000.000 PAD 1 tahun 320.000.000 Rehab kantor
Sarana Dan Prasarana yang dipelihara
Gedung Kantor Atau
Bangunan Lainnya
Pemeliharaan peralatan dan Frekuensi Palembang 1 tahun 340.000.000 PAD 1 tahun, 1 160.006.000 Pamelinaraan
mesin lainnya pemeliharaan Jaringan Fagilitas
perdiatan dan Listrik Elektronik

perlengkapan kantor
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218.02 Program Pengembangan Tercapainya % 2.450.000.000 PAD 10% 2.100.000.000 {PD2)
Iklim Penanaman Modal Persentase Meningka
Pertumbuhan tkan
Investasi Kesejahte
Penanaman Modal raan
Masyarak
i 2.18.02.1.01 | Kegiatan Penetapan Tingkat Capaian 100% 960.000.000 PAD 100% 200,000.000 at
| Kebijakan Daerah dalam Penetapan Fasllitas /
pemberian fasilitas / insentif | Insen$f Penanaman
dan kemudahan penanaman | Modal daerah
Modat
24802101 | SubKegiatan Faslitas Jumiah Kesepakatan Palsmbang | 2 dokumen 960.000.000 PAD 1 dokumen 200.000.000 Peserta
.0003 Kemitraan yang dilakukan oleh | Kemitraan antera UMEM, Kemitra
Pemerintah Provinsi usaha besar ar dengan
(PMAPMDN) dangan UMKM
UMKM daerah Kab/Kota
2.18.02.1.02 | Kegiatan Pembuatan Peta Tingkat Capaian Palembang 100% 2.094.144.000 PAD 100% 1.800.000.000
Potensi Investasl Provinsi Pembuatan Peta
Sumatera Selatan Potsnsi investasi
Provinsi
2.18.02.1.02 | Sub Kegiatan Penyusunan Jumiah Peratu-an Sumesel 1 344.144.000 PAD 4 350,000.000 RUPM Prov
0001 Rencana Umum Penanaman Daerah Rencana Dokumen Dokumen 2025-2045
Modal Daerah Provinsi Umum Penanaman
Modal
2.18.02.1.02 | Sub Kegiatan Pemutakhiran jumlah daerah yang Sumsel 5 daerah 500.000.000 PAD 2 daerah 300.000.000 Updating Data,
0003 data Potensi daerah pada telah dilaksanakan Kajiandi 5
sigtem PIR {Polensi investasi pemutakhiran data KabfKola
Regional} potensi investasi
21802102 | Penyusunan Peta Potensi | jumiah dokumen peta Sumse! 7 dokumen | 1.250.000.000 PAD | Sdokumen | 1.250.000000 7 dokumen
0005 Investasi Pravinsi potensi investasi potensi
provinsi investasi
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2.18.03. Program Promosi Terlaksananya - 100% 1.400.000.000 2.300.000.000 (PD2)
pananaman modal Penyusunan Strategi Meningka
dan Pelaksanaan tkan
promosi penanaman | Kesejahte
modal kewenagan raan
Daerah Provinsi Masyarak
at
2.18.03.1.01 | Regiatan Penyelenggarash Tercapainya 1.400.0C0.000 2.300.000.000
Promosi Penanaman Modal Promeosi penanaman
yang manjadi kewanangan madal kewangan
daerah provinsi daerah provinsi
21803101 | Sub Kegiatan pelaksanaan Jumlah dokumen hast | Sumset & 1 800.000.000 PAD 1 1.500.000.000 Pameran, Expo
.0002 Kegiatan Promosi Penanaman | keglatan promosi luar sumsel dokumen Dokumen {berdasarkan
modal Kewenangan Provinsi penanarnan moda undangan}
Provinsi dan Perjanjian
‘ Kerjasama
|
2.18.03.1.01 | Sub Kegiatan penyusunan Jum!ah dokumen : Sumsel & . 1 600.000.000 PAD 1 800.000.000 Busines to
0003 strategi promosi penanamarn strategi promosi luar sumsel ;| dokumen Dokumer Busines
madal kewenargan provinsi penanaman medal dan !
kewenangan provinsi Janis
2.18.04 Program Pelayanan tercapainya Kualitas 2500 1.450.000.000 700.000.000 . (PD2)
Penanaman Modal Pelayanan perizinan petizinan Meningka
dan non perizinan dan non tkan
yang cepat, perizinan Kessjahte
terintagrasi dan raan
transparan Masyarak
at
2.18.041.02 | Kegiatan Penanaman Modal | Meningkatnya 2500 1.459.000.000 2750 700.000.000
yang menurut Ketentuan Kualitas Pelayanan Perizinan Perizinan
Perundang-undangan Perizinan dan Non dan non dan non
menjadi kewenangan daerah | perizinan yang perizinan perizinan
Provinsi cepat, terintegerasi




Rencarna Kerja DPMPTSP Provinss Samnsel 2

dan transparan

2.48.04.1.02 | Penyedizan Pelayanan Jumlah Perizinan 17 Kabikota 2500 700,000,000 PAD 2750 700.000.000 Workshop, Bimt
0007 Terpadu Perizinan dan Non yang diterbitkan pelaku perizinan ek, Sosialisasi, S
perzinan Berbasis Sistern sesuai Standar usaha dan non KM
Pelayanan Perizinan Berusaha | Operasional Prosedur perizinan
Terintegerasi secara Elektronik
2.18.05 Program Pangendalian Tercapainya nilai 4250 T 2.056.878.578 PAD 4350T 1.785.200.000 {PN1)
Pelaksanaan Penanaman realisasi Invesasl Memperku
Modal Penanaman Modal at
Aging dan Katahanan
Penanaman Modal Ekonomi
Dalam Negeri Untuk
Pertumbuh
2.18.051.01 | Kegiatan Pengendalian Persentase tingkat 95% 2.056.878.578 PAD 6% 1.785.200.000 an
Pelaksanaan Penanama kepatuhan investor/ Berkualita
Modal yang Menjadi pelaku usaha s dan
Kewenangan Daerah _ Berkeadila
Provinsi n
2.18.05.1.01 | Sub Kegiatan Pengawasan Jumlah LKPM online 17 KabiKota 80 862,000,000 PAD 80 £62.000.000 Pemantauan
0004 Penaraman Modal perusahaan yang di kegiatan kegiatan f Perusahaan 17
pantay usaha usaha Kab/Kota
Jasatenaga
teknis
j pendamping : 1
arang
2.18.05.1.01 | Sub Kegiatan penyelesaiar Jumiah penyelesaian | 17 Kab/Kota 1700 525,934 578 PAD 80 BAP 523200000 Fasilitasi
0005 permasaiahan dan hambatan parmasalahan dan kegiatan | hambatan izin
yang di hadapi pelaku usaha | hambatan yang di usaha ! usaha

dalam merealisaskan kegiatan
usahanya

hadapi pelaku usaha
dalam merealisasikan
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kegialan usahanya

21805101 | bimbingan teknis kepada Jumiah Perusahaan | 17 Kab/Keta | 180 Pelaku 568.944.000 PAD 180 Pelaku 400.000.080 Workshop,Bimt
0006 pelaku usaha yang mengikuti Usaha Usaha ek
birmbinganteknis /
implementasi
perizinan berusaha
berbasis resiko
218.08 Program Pengelolaan Data Tarcapainyo Rasio Palembang 1 (sngka) 200.000.000 PAD 1 (angka) 200.000.000 (PD2)
dan Sistemn [nformasi Tinghat layanan Meningka
Penanaman Modal terhadap tkan
ketersediaan dats Kasejahte
dan sisterm informasi raan
Penanaman Medal Masyarak
at
2.18.06.1.01 | Kegiatan Urusan Persentase Capaian | Palembang 100% 200.000.000 PAD 100% 200.000.000
Pengelolaan Data dan Tersedianya data o

informasi Perizinan dan non
perizinan Pehanaman Modal
yang terintegresi pada
Tingkat Daerah Provinsi

dan sistem infarmasi
Penanaman Modal
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| 2.1806.1.01 | Sub Kegiatan Pengolahan, Jumlah Laporan data | Palembang 5 Laparan 200.000.000 PAD 4 |aporan 200.000.000 ’ Satu Data dan ]
01 Penyaijian dan pemanfaatan dan sistem informasi dan 1 Satu Sislem

[Data dan informasi Perizinan Penanaman Modal sistem :

dan non Perizinan Berbasis yang Tersedia ‘ :

Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegerasi secara
Elektronik

Jumlah 27.357.726.578 32.202.259.458

Palembang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi tan,




BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

Tabel IV.1

Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 dan Target Tahun 2025

Kepala Dinas Peranaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provigsi Sunjiatgra Selatan,

- Tahun
No uraian 2024 2025
. Target Realisasi Targel Realisasi
1 2 3 4 -
" 1 | Pertumbuhan investasi (%) 8 49,37 8 | )
2 | Realisasi PMA (RP. Triliyun) 19,50 34,25 20,00
Realisasi PMDN (RP. Triliyun) 22,00 36,67 2950
Total realisasi (RP. Triliyun) | 41,50 70,92 42,50
3 | Indeks Kepuasan Investor (%) 90,20 89,97 90.25 .
Jumlah Perizinan dan Non
4 | Perizinan Yang diselesaikan Tepat 2.250 1.611 2.500 .
| Waktu sesuai SOP
5 | Jumlah Investor 1.150 4454 | 1.200 -
catatan :
1. sumber data Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2024 s.d 2026
2 RPD Final 2024-2026 Bappeda
3. Laporan Kinerja Bidang-bidang
Palembang,  Desember 2024




Tabel IV.2

Usulan Penambahan Kegiatan pada Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara

‘Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

Sumatera Selatan
‘ Program/Kegiatan/
No | Kode Subkegiatan Sebelum (Rp) Sesudah (Rp) Bertambah (Rp)
1 2 3 4 4 5
1 | 218.01 | Program Penunjang
Urusan
iy PR 19.196.704.000,00 | 19.196.704.000,00
Daerah Povinsi 1
2 121802 | Program !
j Pengembangan Iklim 2.450.000.000,00 3.054.144.000,00 604.144.000,00
i Penanaman Modal
gig’;eb%:ﬁt; Ta%ang Perencanaan Pengembangan lklim Penanaman Modal salah satunya
Fasilftss Kemitfsan penyusunan atlran dan regulasi bidang Penanaman Modal,
| yang Dilakukan oleh Penyediaan Data dan Informasi berupa dokumen kajian peluang potensi
_ Bamerinitah Prving! investasi dengan menambah target Kabupaten/Kota menjadi 4 Daerah
3 | 2.18.03. | Program Promosi
penanaman modal 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00
4 | 21804 | Program Pelayanan il §
Penanaman Modal 700.000.000,00 1.450.000.000,00 750.000.000,00
Subkegiatan yang
ditambah ialah :
| Penyediaan ‘
‘ Egi‘;’;ﬁg%;ﬁﬁiﬂ' | Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Serentak se-Sumatera |
Berbinan Barbasis | Sella_tanl bagi UMKM yang belum menerbitkan izin usaha, dilanjutkan |
Sistem Pelayanan fasilitasi penerbitan perizinan di Kab/Kota berdasarkan regional wilayah
Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara
L Ul Elektronik
5 | 218.05 | Program
Pengendalian
Bolokesyiann 2.056.878.578,00 2.056.878.578,00
Penanaman Modal
6 | 218.06 | Program
Pengelolaan Data
i Skterm informasi 200.000.000,00 200.000.000,00
Penanaman Modal i A
26.003.582.578,00 27.357.726.578,00 1.354.144.000,00
|
Palembang,  Desember 2024

Kepala Dinas Penanaman Modal

a Kurnia, SE, MM
Muda/IV.c
909012006041008



Tabel IV. 3
RANCANGAN ANGGARAN BELANJA PEGAWAI APBD
TAHUN ANGGARAN 2025

SKPD : DINAS PENANAMAN MCODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KODE REKENING URAIAN GAJI DAN TUNJANGAN
F——— e 1 2 3
I. GAJI DAN TUNJANGAN ASN DAN
P3K 5.752.061.000,00
A. GAJI DAN TUNJANGAN ASN 5.556.680.000,00

belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan
Reyribusi jasa usaha-usaha terminal

5.1.01.01.01.0001 Gai Pokok PNS/Uang Representasi 3.951.382.000,00
5.1.01.01.02.0001 Tunjangan keluarga 304.679.000,00
5.1.01.01.03.0001 Tunjangan Jabatan 247.968.000,00
51.01.01.04.0001 Tunjangan Fungsional 53.669.000,00
5.1.01.01.05.0001 Tunjangan Fungsional Umum 101.383.000,00
 5.1.01.01.06.0001 Tunjangan Beras 201.611.000,00
5.1.01.01.07.0001 Tunjangan PPH / tunjangan khusus 27.744.000,00
5.1.01.01.08.0001 Pembulatan Gaiji 50.000,00
5.1.01.01.09.0001 Belanja luran Jaminan Kesehatan PNS 520.703.000,00
5.1.01.01.10.00(1 Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS 0.454.000,00
5.1.01.01.11.0001 Belanja luran Jaminan Kematian PNS 28.450.000,00
Belanja luran Simpanan Peserta tabungan
5.1.01.01.12.0001 Perumahan Rakyat PNS 19.757.000,00
B. GA.JI DA TUNJANGAN P3K 195.181.000,00
5.1.01.01.01.0002 (>ai Pokok PNS/Uang Representasi 145.158.000,00
51.01.0201.0002 | Belanja Tunjangan keluarga PPPK 20.323.000,00
-5.1.01.03.01.0002 Tunjangan Jabatan PPPK
5.1.01.04.01.0002 Tunjangan Fungsional PPPK
5.1.01.05.01.0002 Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK 8.042.000,00
5.1.01.06.01.0002 Belanja Tunjangan Beras PPPK 12.593.000,00
5.1.01.07.01.0002 Tunjangan PPH / tunjangan khusus PPPK -
5.1.01.08.01.0002 Belanja Pembulatan Gaji 3.000,00
5.1.01.09.01.0002 Belanja luran Jaminan Kesehatan PPPK 6.941.000,00
0 5.1.01.10.01.0002 | Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kefa PPPK | 349,000,060
5.1.01.11.01.0002 Belanja luran Jaminan Kematian PPPK 1.046.000,00
Belanja luran Simpanan Peserta tabungan
5.1.01.12.01.0002 Perumahan Rakyat PPPK 726.000,80
il. BELANJA PEGAWAI LAINNYA 8.268.426.000,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban ketja
5.1.01.02.01.0001 PNS o ~3.069.794.000,00 :
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi
5.1.01.02.05.0001 Kerja PNS 5.198.692.000,00
5.1.01.03.03.0001 insentif pajak
5.1.01.03.02.0017

5.1.01.03.03.0001 belanga tunjangan profesi guru (TPG)PNSD

5.1.01.03.04.0001 Belanja tunjangan khusus gury (TKGIPNSD

Belanja Tambahan Penghastlam (TAMSIL) Guru
51.01.03.05.0001 PNSD
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BABV
PENUTUP

Rencana Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2024 sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tenfang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dengan harapan :

a. Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Keria [Renja SKPD] tahun anggaran 2024
terutama pada program dan kegiatan yang belum tercapai sebagai cerminan pelaksanaan Rencana

Kerja [Renja SKPD] tahun anggaran 2025,

b. Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan implementasi Rencana Strategis Perangkat Daerah [RPD
DPMPTSP] tahun 2024-2026, mengenai {arget dan capaian indikator kinerja utama serta target
pelayanan jangka panjang didalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
[RPD Sumsel} 2024 - 2026;

¢. Untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta
prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra
Perangkat Daerah yang telah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5.1317 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021
Tentang Hasil Venfikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Kiasifikasi, Kodefkkasi dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program / Kegiatan/ Sub
Kegiatan APBD Perubahan tahun 2024 dan Rencana Kerja Tahun 2025 memiliki 6 (enam) program
dan 22 (dua puluh dua Kegiatan);

87
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d. Untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam
rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran
Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024-2026.

Palembang,  Desember 2024

Kepala Dinas Pengnaman Modal
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